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BUPATI KONAWE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR € TAHUN 2013

TENTANG
BANC;UNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE,

bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib,
sesual dengan fungsinya, dan memenuhi persyaratan administratif. dan teknis
bangunan gedung agar mrenjamin keselamatan penghuni dan lingkunganniya;
bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus bedandaskan pada Rencana
Tata Ruang Wilayah;

bahwa penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat memberkan keamanan
dan kenyamanan bag lingkungarmya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan

huruf- ¢ periu menetapkan Peraturan Daerah’ Kabupaten Konawe tentang

Bangunan Gedung;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Tingkat H di Sulawesi {Lembaran Negara Repubiik indenesia Tahun 1958 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 1882

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokek
Agraria {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomer 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tlentang Pengairan (Lembaran Negara
Republik-indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 16 Tabui 1385 tenteng Rumah Susun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3318); '

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 fenfang Perumahan dan Pemukiman
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

Undang-Undang Nomor § Tahun 1992 fentong Benda Cagar Budaya (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 1992 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 3470); :

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Namar 348Q),

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 ‘entang Penyandang Caca! (Lembaran

Negara Republik indonesia Tahun 1997 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesta Nomor 36780Y;

. UndahgUndang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengeloiaan Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara_ Republik, Indonesia Tehun 1987 1 Nomor 68 Tdmbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); '




10. Undang:Undang MNomor 18 Tahun 1993 tentang Jasa Konstruksi {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 3833);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi-dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomar 78, Tamhshan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahyn 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesig Tahun 2004 Nomor 125, Tambahar: Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana tetah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang — Undang Nomor 12 Tahun 2008 teniang perubahan Kedua Atas
Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
. Negara Republik indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
" Republik Indonesia Nomor 4844);

14. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perfimbahan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dacrah {Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2084 nomor 126, tarbahan lembaran Negara Republik indonesia nomor
4438);

15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2004 MNomes 132, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4444); _

16. Undang-tindeng Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

17. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor );

18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lémbaran Negara Republik indonesia Tahun 2011 Nomer
82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1986 tenfang izin Usaha Industri
(Lembaran Negarz Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 2%, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3352);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tembahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3372);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1981 tentang Sungai (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 199% Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomcr 3445);

22. Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahyn 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan
Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373},

24. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahum 1997 Nemer 59, Tambaham
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

25. Peraturan Pemerintal Nomar 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan
Kawasan Pelestarian Alam {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor 37786);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1899 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 3838); :

27. Peratuzan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaba dan Peran Masyarakal
Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);



28. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstrukst (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956),

29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan
Jasa Konstruksi {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Naemor 65,
Tarchahan L eoharan Neqara Requbiik ndonesia Nowoar 35T,

0. Perahuran Pemedinizh Nomet 25 teun 2004 erang Persbahan Nama Kabupaten
Kendad menjadi Kabupaten Konaws(embaran Negara Republik indonesia. Tahun
2004 Nomor 103);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Air
Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4490},

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pefaksanaan

Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

~.Republik Indonesia Nomor 4532);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

_ Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintzhan Daerah (Lembaran Negara Republik

1 Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Teambashan Lembaran Negara Republik

‘ indonesia Nemor 4593};

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik

indonesia Nomor 4665,

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan

pemerintab antara pemerintaly, pemeﬁmtah daerah provinsi dan pemerintah daerah

kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2007 nomor 82,

tambahan lembaran Negara Republik indonesia nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan tembaran Negara Nomor

4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Nasional {Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4833);

Peraturan Presiden-Namoar 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan

Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangar;

Peraturan Mahkamzh Agung Republik Indonesia Nemor 1 Tahun 2002 tentang

Acara Gugatan Perwakifan Kelompok;

40, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor  Tahun tentang Urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran

Daerah Kabupaten Konawe Tahun ~ Nomor  );

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah

Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor

S

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retriusi Jasa

Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor ........);

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahum 2012 tentang Retribusi

Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor

...... AN

Peratyran Daerah Kabupaten Konawe Nomor § Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa

Usaha {Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2012 Nomor ......);

Peraturan Mentesi Dalam Negefi Nomer 7 Tahun 1903 tentang fin Mendirikan

Barigunan dan Undang-Undang Gangguan Bagt Perusahiaan industr;

Peraturan Menteri Pekefjaan Umum Nomor 63 Tahun 1993 tentang Gars

Sempadan Sungal, Daerah Manfaat éungal Daerah Penguasaan Sungan dan

Bekas Sungai;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur
Penyusunan Produk Hukum;

48. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRTAW2006 tentang Pedoman
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

49. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman
Tekms Fasnhtas dan Aksesibilitas. Dada Bangunan Gedung dan Lingkungan:
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50. Peraturan Menlert Dalam Negen Nomor 3 Tahun 2007 fentang Penataan Ruang
Terbuka Hijau Kawasan Perkbtaan;

51. Peraturan Menteri Pekefjaan Umum Nomor 05/PRTIMA2007 tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Rumahi Susun Sederhana Bertingkat Tinggi;

52. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Teknis Pembangunan Rumah Susen Sedertana Bertingkat Tinggi,

53. Peraturen Menteri Pekerjaar. Umumn Nomor 24/PRIMI2006 tentang Pedoman
Teknis lzin Mendisikan Bangunan Gedung;

64. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRTM/2006 tentang Pedoman

- Sentifikat Layak Fungsi Bangunan Gedung;

.55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2006 tentang Pedoman Tim
Anli Bangunan Gedung;

56. Peraturan Menteri Komunikast dan Informatika Nomor 02/PER/M. KOMINFO{3/2008
tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaant Menara Bersama
Telekomunikasi;

57, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman
" Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung,

58. Peraturan Mented Pekefjaan Umum Nomor 25/PRTAN2008 tenteng Pedoman
Teknis Penyusunan Rencana Induk Sisters Proteksi Kebakaran di Perkotaan;

- 59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomer 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan
Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan,

60. Peraturan ‘Menteri Pekerjaan -Umum Nomot 20/PRT/VM2009 tentang Pedoman
Teknis Manajemen Protekst Kebakasan ¢ Peskotaan;

61. Kepuitusan Mented Permuldman gan Prasatana Witayal Nomor 403/KPTSW/2002
tenteng Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sedeshana Sehat;

62. Perafuran Bersama Mented Dalam Negerd Nomor, Menteri Pekerjaan Umum,
Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Npmpr 18 Tahun 2009,07/PRT/M/2009, 03/P/2009 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikas;

63. Keputusan Kepala BAPEDALDA Kabupaten Konawe Nomor  Tahun 20..
Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

tentang

Dengan Persatujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

DAN
BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TENTANG BANGUNAN
GEDUNG. o

BAR |
- KETENFUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Pemerintal Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonasia Tahun 1945;
Daerah adalah Kabupaten Konawe;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe;
Bupati adalah Bupali Konawe:

Dewiar: Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe yang sefanjutnya disebut dengan DPRD
adatah Dewan Perwaki;an Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
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Pejabat adatah Pegawai di ingkungan Pemesintah Daerah yang difunjuk olel Bupati Konawe;
Dinas adalah Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe;

Tata Ruang adalah Wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun
yang tidak direncanakan;

Perencana struktur adalah seseorang atau badan yang ahli dalam bidang struktur/kanstruksi
bangunan yang mernilid ijin bekerja;

Perencana instalasi dan perlengkapar. bangunan adalah seseorang atau badan yang ahli dalam
bidang instafast dan periengkapan bangunan yang memilki jin bekerja;

Pengawas adalah seseorang atau badan -yang beﬂugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan
pembangunan atas penunjukan- pemthk bangunan sesuai ketentuan fjin yang berlaku serta
mermilkt iin bekerja;

Bangunan adalah sesuatu yang didirkan di dalam atau diatas permukaan tanah atau bertumpuk
pada batuan dan diperairan, baik. yang bersifat permanen tetap dan/atay sementara sesuai
tuangan yang terbatas, seluruhnya atau sebahagiannya;

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kontruksi yang menyatu dengan tempat
kedudukannya sebagian atau selumhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air,
yang berfungsi senagat tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat
tinggal kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, keglaian sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan pubiik,
baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha maupun fungsi sosial dan budaya;

‘Bangunan Gedung tertents adalah bangunan gedung yang: fungsnya un tuk kepentingan umum
den bangunan gedung fungsh Khusus yeng dalam pembangunan danfataw pemanfastannya
membufuhkar pengelolaan - kbusus danlatap memiiki kompleksitas tertentu yang dapat
menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dar linglungannya;

Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung yang digunakan untuk keperiuan dinas
Pemerintah/Pemerintah Daerah yang men]adliakan menjadi kekayaan milik Negara dan diadakan
dengan sumber pembiayaan yang berasal dar APBN dan/atau APBD dan/atau sumber
pembiayaan faingya;

Klasifikasi Bangunan Gedung adalah Kasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan
pemenuhan tingkat persyaratan admxmsiraﬁfdam persyaratan leknis;

Bangunan-bangunan adalah suatu perwmudan fisk arsitektur yang fidak digunakan untuk
kegiatan manusia, merupakan fingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri
dmmsmnahalaubenumpuhpadalandasandengansusmanhangmantenenm@mngga
terbentuk ruang yang lerbatas se!umhnya alay sebagian diantaranya berfungsi sebagai danfatau
tidak pelengkap bangunan gedung; -

Rumah susur adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun datam suatu Iingkungan yang

erbagi dalam bagian-bagian yang distrukiurkan secara fungsional dalam arah hirizontel msaupun

verfikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara
terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapt dengan bagian bersama, benda bersama
dan tanaly bersama; -

Bangunan gedung berderet adalah bangunan gedung yang terdiri dast lebih 2 {dua)j dan paling
banyak 20 (dua puluh) Induk bangunan yang bergandengan dan/atau sepanjang 60 M (enam
puluh meter);

Bangunan gedung permanen adalah bangunan yang dibuat dari bahan-bahan yang kokoh
(konstrukst beton} dan dapat digunakan sekurang-kurangnya 25 (dua pulub ima) tahun;
Bangunan semi permanen adalah bangunan yang dibuat dari bahan-bahan yang berkualitas baik
(kontruksi kayu atau sebagian beton) dan dapat dipergunakan sekurang-kurangnya 15 {lima
belas){ahun;

Bangunan tidak permanen/sementara adalah bangunan yang dibuat dari bahan lokal dan
digunakan untuk sementara wakiu gengan umus bangunen dinyatakan sekurang-kurangnye 5
(lima) tahun;

Bangunan darurat adalah bangunan yang dibuat dart baban lokal yang dipergunakan paling lama
1 (safu) tahun;

Bangunan millk pemerintah adalah bangunan yang dibangun dengan blaya atau bersumber dari
pemerintah/negara yang-diperuniukan bagi kepentingan pemerintah/negara;

Rumah tinggal :adalah banguaan yang: dipesuntukan sebagai tempat tinggalfkediaman oleh
perorangan atan suatu keluarga dengan sarana prasaranaffasilitas yang memadai,

Perusahaan adafah badan hukum ata persecrangan. yang melakukan kegtatan usaha secara
teratur dalam suatu kegtatan usaha teﬂentu untuk mencari keuntungan;
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Industri adalah kegiatan mengolah bahan bakw menjadi bahan setengah jadi atau bahan baku
menjadi bahan jadi;

Perusahaan industri adalah perusahaan yang bergefak dalam bidang industri yang berada dalam
kawasan industd dan di luar kawasan industr tetapi di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW), penanaman modal dalam negeti (PMDN)/penanaman Modal Asing (PMA) maupun non
penanaman modal dalam negeti (PMDN]I penanaman Modal Asing (PMA),

Perpetaiean adalah bidang tamah yang cﬂeta:kan batas-batasrya sebagal satuan-satuan yang
sesuat dengan rencana kota;

Kaviing/persit adatah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan pemerintah daerah
dapat dipergunalcan untuk mendirkan bangunan;
Garis sempadan adalah garis yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan yang
merupakan batas antara bagian persit yang boleh dan tidek mendirkan banguman, yang
menetukan dan mengatur letak suatu bangurar,
Garis sempadan bangunan yang selanjutnya disingkat dengan GSB adalah jarak bebas minimum

dari bidang teriuar dari suatu bangunan ke as jalan yang tidak boleh didirikan bangunan dan
diukur dari dinding terluar bangunan ferhadap :

. Batas fepi jatan atau rencana jalan;
. Batas tepi sungai atau rencana sungat;
Batas tepi pantai;
. Batas saluran atau rencana sungai;
Jaringan listrik tegangan tinggi;
- Batas tepi rel kéreta api;
. Balas mata air, danfalaw
. Batas jaringan telekamumkasr.

Jatan adalah semua jalan yang terbuka unfuk lalu intas mum gang, jalan orang dan jalan
kendaraan, lapangan dan pertamanan, fermasuk pula pinggir-pinggir jafan lereng-lereng, trotoar
saluran dan peralatan-peralatan semacam itu, diukur antara garis-garis sempadan pagar,

selanjutnya tiap-tiap jalur tanah, yang menurut rencana perluasan kabupaten diperuntukan buat

jalan, dengan membuat sesuaty jalan dimaksudkan pula memperiebar sesuatu jalan, baik yang
dibuat pemerintah maupun swasta;

Tinggi bangunan adalah jarak yang dinkur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari
bangunan tersebut yang dinyatakan dalam meter;

Ketinggian bangunan adalah jumlah lapis lantai diukur dari permukaan tanah sampai dengan fitik
teratas dari bangunan tecsebut yang dinyatakan dalam meter;

Mendinkan bangunan adalah sefiap Regiatan unfuk wmendikan, membuat/mengubah,
memperbaharui, memperbaiki, meriambah/mempériuas bangunan;
Mengubah bangunan adatah pekefjaan menggantt danfatau menambah sebagian bangunan yang

ada, fermasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian
bangunan tersebut, mefiputi: -

a. Mengubah fungsi dan kegunaan;

b. Mengubah bentuk dan estelika;

¢. Mengubah konstruksi;dan.

d. Mengubah jaringan utlitas.

Merobahkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan ditinjau dari
seql fungsi bangunan dan/atau konstruks;

Koefeslen dasar bangunan yang selanjulnya disingkat KDB adafah rasio perbandingan luas
bangunan tefhadap luas bidang tanakh;

Koefisien lantal bangunan yang selanjuinya disingkat KLB adalsh angka persentase
perbandingan antara luas sejuruh lantai bangunan gedung atau bangunan lainnya dan luas tanah

perpetakan/daerah pérencanaan yang dikuasai sesual rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan lingkungar, .

Koefisien daerah hijau yang selanjutnya disingkat dengan KDH adalah angka persentase
perbandingan antara tuas seluruh ruang terbuka diluar bangunan gedong yang diperuntukar bagi
pertamanan/penghijauan dengan luas fanah perpetakanfdaerah perencanaan yang dikuasai
sesual rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan fingkungan;

Koefisien tapak basement yang selanjutnya disingkat dengan KTB adalah angka persentase
berdasarkan perbandingan antara [uas fapak basement dengan lvas lahawflanah

perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesual rencana tata ruang dan rencana tata
bangunan dan ingkungan;
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Retribust Daerah adalah punigutan daerah sebagai pembayaran atas fasa atau pemberian oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang
terutang oleh orang prbadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang
dengan tidak mendapatkan irabalan secara langsyng dan digunakan untuk keperluan Daerah
bagl sebesar-besamya kemakmuran rakyat,
Retribusi Daersh, yang selanjuinya disebut Retibusi, adalah punguian Daerah sebegai
pembajaran atas jasa atau pemberian izin terlentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan
oleh Pemerintah Daerah intuk kepentingan orang pribadi efay Badan;
Perizinan Terentu adalah kegiatan tertenty Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin
kepada arang pribadi atau Badan -yang dimaksudkan untuk pemblnaan pengaturan,
pengendaitan dan pengawasan atas keg:aian. pemaniaatan muang, serta penggunaan. sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atay fasilitas tertenfn guna melmdungt kepentmgan umum
dan menjaga kelestarian lingkungan;
lzin Mendirkan Bangunan gedung yang selanjuinya disingkat IMB adalah perizinan yang
diberikan oleh Pemerintsh Kabupaten Konawe kepada pemilk untuk membangun baru,
mengubah, mempeﬂuas mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan
persyaratan 2 f dany persyaratan teknis.

Permchonan izin mendmkan bangunan adalah permohenan yang difekukan pemilik bangunan
gedung kepada pemesiniah daerah untuk mendapatkan IMB;

Retribusi izin mendirikan bangunan adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pemberian izin
mendirikan barigunan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi ateu badan;

Pemilik bangunan gedung adalab oreng akew bedan hukum, kelompok orang, tau perkumpulan
yang menurut hukuis saf sebagai pemifik bangunan gedung;

Lingkungan bangunan gedung adalab lingkungan disekitar bangunan gedung yang menjad
perﬁmbangan penyelenggaraan bangunan gedung baik dari segi sosfal, budaya, maupun dari
segi ekosistem;

Standar teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan
standar metode. uji baik berupah standar nasional indonesta maupun standar intemasionat yang
diberlakukan datam penyelenggaraan gedung;

Penyelenggaraan bangunan gedung adalah bagian kegiatan pembangunan yang meliputi proses
perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan
pembongkaran bangunan gedung;

Penyelenggara bangunan gedung adalah pemilik bangunan gedung, petvedia jasa konstruksi
bangunan gedung dan pengguna bangunam gedung;

Penggunan Bangunan gedung adalah pemiik bangunan gedung dan/atau bukan pemitik
bangunan gedung yang menggunakan danfatau mengefola bangunan gedung atau bagian
bangunan gedung sesual dengan fungsi yang ditetapkan;

Tim ahli bangunan gedung adalah tim yang terdid dari para ahli yang terkait dengan
penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses
penelitian dokumen rencana teknis dengam masa penugasan terbatas, dan juga untuk
memberikan masukaix dalam penyelesaian penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang
susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan komplesitas bangunan
gedung tertentu tersebut;

Indeks parameter adalah bilangan hasil korelasi matematis dari indeks kegiatan bangunan dan
prasarana bangunan sebagai faktor penente besaran nital harga satuan refribusi,

Surat Tagihan Relribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adafah surat untuk metakukan
tagihan retribusi danlatau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;

Layak fungsi adalah suatu kondisi bangunan yang memenuhi persyaratan administrasi dan
persayaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan yang ditetapkan;

Serfifikat layal fungsi yang selanjuinye disingkat dengan SLF adalah sertifiket yang diterbitian
oleh pemerintah daeraly kecuall untuk bangunan gedung fungsi khusus. oleh pemerintah untuk
menyetakan kelayakkan fungsi suats bangunan gedung baik secara administratif maupun tekis
sebelum pemanfaatannys;

Perencanaan teknls adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung dan
kelengkapannya yang mengikuti fahapan perencanaan, pemngembangan rencana dan
penyusunan gambar kerja yang ferdii alas rencana arsitekiur, rencama struklur, rencana

mekanikal/elekirikal, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukui;g sesuai
pedoman dan standar teknis yang berlake;
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Perlimbangan feknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara
tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persayaratan teknis bangunan gedung baik
dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestraian maupun pembengkaran bangunan
gedung;

Petsayaraln teknis adalah persyaratan mengenai struktur bangunan, keamanan, keselamatan,
kesehatan, kanyamanandanlainlamyangberhuhungandengantancang,an bang,unantermasuk
kelengkapan prasarana dan fasilitas fnglkungan surta disesuatkan d kebuiuhan dan
perkembangan dan diatur dengan peraturan pernd: undangan

Penyedia jasa konstrukst bangunan gedung adafah ‘orang atau badan hukum yang kegiatan
usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang ‘bangunan gedung meliputi perencanaan
teknis, pelaksana konstruksi, pengawaslmana;emen konstruksi, termasuk pengkaji teknis
bangunan gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya;

Waijib Retribusi adatah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan
retribust diwajibkan untuk mefakukan pembayaran retribusi, termasek pemungut atau pemotong
retribusi tertentu ;

Masa Refribusi adalah suaty jangka wakiu tertentu yang merupakan batas wakiu bagi Wajib
Retribusi Untuk memanfaatkan izin mendirkan bangunan;

Rencana tata ruang wilayah yang selanjuinya disingkat dengan RTRW adalah merupakan
penyelaras strategis serta merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah provinsi
dengan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten konawe yang dituangkan ke dalam struktur
dan poia tata ruang wilayah kabupaten konawe;

Rencana detail tata ruang kawasan perkotaan selanjutnya disingkat dengan RDTRKP adalah
penjabatan dari rencana tata ruang witayah Kota ke dalam rencena pemaniaatan kawasan
peskotaan;

Rencana tata bangunan dan lingkungan selanjutnya disingkat dengan RTBL adalah panduan
rancang bangun suatu kawasan untuk mengendafikan pemanfaatan ruang yang memeuat
rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana
investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

Ruang terbuka hijau selanjuinya disingkat dengan RTH adalah area memanjangfjalur danfatas
mengelompok, yang penggunaannya lebifv bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanar. :
instalasi dan periengkapan bangunan adalah instalasi dan perlengkapan bangunan, bangunan-
bangunan dan/atau pekarangan yang digunakan untuk menunjang terciptanya unsur
kenyamanan dan keselamatan dalam bangunan;

Peresapan air adalah instalast pembuangan air limbah berasala dari dapur, kamar mandi dan air
hujan;
Sumur resapan adalah instalast untuk menampung pembttangan air permukaan;

Pertandaan adalah suatu bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai sarana informasi atau
reklame;

Menara telekomunikasi adalah bangunan-bangunan yemng berfungst sebagal kelengkapan
perangkat telekomunikasi yang desain/benfuk konstruksinya disesuaikan dengan keperiuan
kelengkapan telekomunikasi;

Analisa mengenai.dampak lingkungan disingkat dengan AMDAL adalah kajian mengenai dampak
besar dan penting suatu usaha dan/atau keglatan yang direncanakan pada lingkungan hidup
yang diperiukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan;

Upaya pengelolaan lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan UKL adalah rencana kefja
danfatau: pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak
oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat;

Upaya pemantauan lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan UPL adalah rencana kerja
dan/atay pedoman kefja yang besisi prograin pernantauan lingkungan yang dibuat secara sepibak
olels pemrakarsa dan sifatnya mengikat;

Surat pernyataan pengeloiaan lingkungan yang selanjulnya disingkat dengan SPPL adalah
pemyataan yang dibuat oleh perusahaan Industi yang sifatnya mengikat dalam menunjang
program pembangunan industria yang berwawasan lingkungan;

Ketinggian bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut
diditikan sampat dengan titik puncak dar bangunan;

Pemiliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan
saranya agar bangunan gedung setali layak berfungst;

Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganfi bagien bangunan gedung ;
komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap layak
Kark
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Pemugaran bangunan gedung yang diindungi dan dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki,
memulihkan kembali barigunan gedung ke bentuk aslinya ;
Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran serta pemetiharaan bangunan gedung dan
linglungannya untuk memngembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan asfinya atau
sesuai dengan keadaan menurnut periode yang dikehendaki;
WMembongkar bangunan gedung adalah kegialan membongkar atal merchohkan seluruh atau
sebegian bangunan gedung, komponen, batmn banguran, dan/atau prasarana dan sarananya.
Peran masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan gedung adalah berbagai kegiatan
masyafakat yang merupakar pemu;udan kehendak dan-keinginan masyarakat untuk memantay
dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan aspirasifpendapat dan pertimbangan
serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung;
Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga tau organisast
yang kegiatannya dibidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukumn adat dan masyarakat
ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung;
Dengar pendapat publik adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengar dan menampung
aspirasi masyarakat baik berupa masukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah daerah
dalam penyelenggaraan bangunan gedung; .
Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelnggaraan bangunan gedung
yang diajukan oleh satu crang aiau lebil yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan
unuk kepentingan mereka sendin dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki
kesamaan fakta atau dasar hukum anatar wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud;
Pembinaan penyelenggaraan ‘bangunan gedung adalah'kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan
pengawasan dalam rangka mewujudkan tala pemesinteban yang beik sehingga seliap
penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandatan bangunan
gedung yang sesual dengan fungsinya seria terwujudnya kepastian hukun,
Pemberdaysan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, keawjiban
dan peran serta penyelenggara bangunan gedung dan aparat pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan bangunan gedung;
Kadaluwarsa adalab sualu alat untuk mempercleh sesuafu atau unfuk dibebaskan dari suafu
waktu tertentu dan alas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;
Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang
diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
Penyidik pegawai negeri sipil yang Selanjutnya disebut dengan PPNS adatah penyidik pegawai
neger sipil tertentu di lingkungan pemerntah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-
undang untuk melakukar penyidikan tethadap pelanggaran Peraturar Daerah;

Standar nasional indonesia yang selarjutnya disingkat dengan SNt adalah standar mutu nasionat
yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.

BAB 1
Maksud, Tuuan, dan Lingkup

Pasal 2

Maksud Pengaturan Bangunan Gedung adalah pengendalian pembangunan yang berlandaskan asas

kemanfaatar, keselamatan, kenyaman, keseimbangan serta keserasian bangunan gedung dengan
lingkungannya.

Pasal 3

Pengaturan bangunan gedung beriufuan untuk :

{1)
2)
1)

mewujudkan: bangunan gedung yang fungsional dan sesual dengan tata bangunan gedung yang
serasi dan selaras dengan lingkungannya;

mewujudkan festib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan
gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan

‘mewujudkan kepastian hukum dalam penye]enggaman bangunan gedung.



Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Daerak ini meﬁpwh :
{1} Wewenang, tanggung jawab dan kewapban ‘

(2) Fungsi bangunan gedung;

(3) Parsyaratan bangunan gedung;

{4) Penyelenggaraai bangunan gedung

(5) Peran masyarakaf; -

(6) Pembinaan penyelenggaraan bangunan getung;
(1) Sistem informasi dan data dan

{8} Sanksi,

i
BAB i
WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Weweriang

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Bupafi berwenang unfuk :

(1) Menerbitkan ifin sepanjang persyaratan {eknis dan administrafive sesuai dengan ketentuan yang
berlaky;

(2) Menghentikan atau menutup kegiatan pembangunan pada suatu bangunan yang belum memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas sampal yang beranggung jawab atas

bangunan tersebut memmienuhi persyaratas yang ditetapkan;

Momerntahkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan teshadap bagian bangunan-bangunan dan

pekatangan ataupun. suatu - fingkungan yang mamba’nayakan untuk pencegahan terhadap

‘gangguan keamanan, kesstiatan dan keselaniatan;

Mmemtahkam menye&u;m ata menclak dilskukannya pembangunan, perbakan atau

pemhongkafan sarana atau prasarana lmgkungau oleh pesilik bangunam atau fahan;

(5) Menetapkan. keblfahsaman terhadap lingkunigan khusus atas lingkungan yang dikhususkan dari

ketentuan-keteniuan yang - diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan
keserasian lingkungan, daniatau keamanan negara, '

3)

{6) Menetapkan bangunan {ertentu untuk menampilkan arsitektur yang berjati diri indonesia;

(7y Menetapkan prosedur dan persayaratan serta teknis tentang penampilan bangunan-bangunan,
(8} Menetapkan sebagian buiang pekarangan atas bangunan untuk penempatam, pemasangan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana lingfaingan kota demi kepentingan umum;
(9) Memebrikan insentif dan disinsentif bentuk penataan dan pembinaan;

Bagian Kedua
Tanggung Jawab

‘Pasal 6

Berdasarkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, maka Bupati bertanggung jawab atas :

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung;

(2) Perumusan kebijakan dibldang penyelenggaraanbangunan gedung dan banguran-bangunan,

(3) Pelayanan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian kasus dan/atau sengketa bangunan gedung dan
bangunan ~ bangunan; .

{#) Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan peneggakkan hukum dalam penyelenggaraan
bangunan gedung dai bangnnan—bmgum

(5) Pelaksanaan perlindungan dan pelastasian bangurian gedung dar bangunan-bangunan;

(6} Pengelolaan sistem informast hanguran gedung dai bangunan-bangunan,dan

(7) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan-bangunan.



Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 7

Dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung, Bupati berkewajiban :

{1)  Memberikan informasi seluas-uasnya tentang penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan-
bangunan;

(2) Mengelola informasi penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan-bangunan sehingga
mudsh dlakses oleh masyarakat;

(3) Menerima, menampung dan menindaklanjuti asplrasl masyarakat

penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan-bangunan;

Menerima dan menindakianjuti pengaduan atati laporan atau masalah penyelenggaraan bangunan
gedung dan bangunan-bangunan sesuat dengan prosedur yang berfaku,dan
(5) Melaksanakan penegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang beriaku.

berkaitan dengan

BAB IV
FUNGS! BANGUNAN GEDUNG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Fungsi bangunan gedung merupakan ketetapan mengenai pemenuhan persyaratan teknis bangunan

gedung, bak ditinjau dari segi tala bangunan dan lingkungannya maupun keandalannya
penggunaannya.

Pasal @

Menurut fungsi bangunan gedung dnkelompokkan men;adl
{1) Bangunan fungsi hunian :

a. Hunian tunggal;
b. Hunian jamak;
¢. Hunian campuran;
d. Hunian sementara.
{2} Bangunan fungsi keagamaan :
a. Masjid termasuk Musholg;
b. Gereja termasuk kapel;
¢c. Pura;
d. Viharg;
e.. Klenteng.
{3) Bangunan fungsi usaha;
Perkantoran {Pemerintah, Niaga dan sejenisnya),
Perdagangan (Pasar, Pertokoan, Pusat Perbelanjaan, Mal dan sejenisnya);
Perindustrian (ndustri kecit, sedang, besar/berat);
Perhotelan (Hotel, Motel, Hostel, Penginapan dan sejenisnya);
Wisata dan rekreasi {tempat rekreasi, bioskop dan sejenisnya);
Terminal (Sta’s:un kereta, terminal bus, terminal udara, halte bus, pelabuhan laut); dan

Tempat penyimpanan (gudang, gedung tempat parkir dan sejenisnya).
" {4) Bangunan fungsi sosial dan budaya: ~ -

a. Pelayanan pendidikan;
b. Pelayanan kesehatan;

c. Kebudayaan {museum, gedung kesenfan dan sejenisnya)
d. Laboratorium; dan

e. Pelayanan umum (Stadionhall untuk kepentingan olah raga dan sejenisnya).
(5) Bangunan fungsi khusus :
a. Tingkat kerahasian tinggi (bangunan militer dar sejenisnya);

b. Tingkat resiko bahaya tinggi (bangunan reaktor nukhr dan sejenisnya).
{6) Bangunan memiliki iebih dari satu fung& -1

@ o Qe o



Bagian Kedua
Penetapan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

Pasal 10

Menurut klasifikasi bangunan dikelompokkan sebagal berikut :
(1) Kompleksitas bangunan

a. Sederhana;
b. Tidak sederhana;
¢. Khusus.
(2) Permanensi bangunan :
2. Darural;
b. Semi permanen;
¢. Permanen,
{3) Resiko kebakaran :
a. Rendah;
b. Sedang;,
c. Tinggi.
(4) Zonast gempa:
a. Zonal/Minor;
b. Zonall / Minor;
¢. Zona lil/ Sedang:
d. Zona IV / sedang.
(5) Lokasi bangunan berdasarkan kepadatan bangunan :
a. Rendah;
b. Sedang;
¢. Tinggi.
{a) Ketinggian bangunan :
a. Rendah (1 lentai — 4 lantai);
b. Sedang (5 lantai — 8 lantai);
c. Tinggi (lebik dari 8 lantai).
{7) Kepemilikan bangunan:
a. Negara atau yayasan;
b. Perorangan; dan
¢. Badan Usaha.

Pasal 11

Menurut waktu penggunaan bangunan dikelompokkan menjadi ;

(1) Masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum &{enam) bulan seperti bangunan untuk
permanen;

(2} Masa pemantaatan jangka menengah malsimum 3 (liga) tahun seperti kantor atau gedung proyek;
(3) Masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 12

Peruntukan lokasi dan intensitas bangunan gedung :
(1) Pemuntukan lokasi harus diselenggarakan sesuiai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam
ketentuan Tata Ruang dan Tata bangunan dari lokasi yang bersangkutan;
(2) Ketentuan tata ruang dan tata bangunan ditetapkan melalu :
a. Rencana tata ruang wilayah {(RTRW) Daerah;
b. Rencana rinci tata ruang (RRTR)y
¢. Peraturan bangunan selempal dan rencana fata bangunan dan tata lingkungan (RTBL).

= Bagian Ketiga
Perubahan Fungsl Bangunan Gedung
Pasal 13

(1) Fungsi dan Klasifikasi bangunan gedung dapat dxubah melajui permohonan IMB;

(2) Perubahan fungsi dan Kasifkasi bangunan gedung diusufkan oleh pemilik dalam bentuk rencana
teknls bangunan gedung sesuai dengan perintukan lokasi yang diatur dalam rencana tata uano
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(3) Perubahan fungsi dan penggunaan bangunan fuang suatu bangunan afau bagian dari bangunan
gedung dapat diizinkan apabila masih memenuhi ketentuan penggunaan jenis bangunan gedung

dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan gedung;

Bagian gedung ateu bagian bangunan gedung yang mengalami perubahan, perbaikan, perluasan

dan penambahan tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi danfatau penggunaan utama,

*arakter arsitektur dan kekokohan/keandatan bangunan fungsi akseshilitas pada lingkungan;,

{5} Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung haris dikuti dengan pemenuhan persyaratan

adminidirative dan persayaratan teknis bangunan gedung;

Perubahan fungst dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah datam hat

ini jjin mendirkan bangunan gedunq, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh
Pemerintah.

)

(6)

. BABV
PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG

_ Bagian Kesatu
- Umum

Pasal 14
(1) Setiap bangunan gedung harus dibangun, dimaniaatkan, dilestarkan dan/atau dibongkar sesuat
dengan persyaratan bangunan gedung, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
fentang Bangunan Gedung dan peraturan pelaksanaannya termasuk pedoman dan standar
teknisnya ;
(2) Setiap bangunan gedtmg harys. memenuhi persayaratan adrinistrasi agar bangunan dapat
dimanfaatkan sesuai dengan fungsi yang ditetapkan;
Setrap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis, baik persayaratan tata bangunan
maupun persyaratan keandalan bangunan gedung, agar bangunan gedung dapat layak fungsi dar
layak huni, serasi dan selaras dengan lingkungannya;

Pemenuhan persyaratan teknis disesuaikan dengan fungsi, Kiasifikast dan tingkat permanensi
bangunan gedung.

3)

Baglan Kedua
Persyaratan Administratif Bangunan Gedung

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persayaratan administrasi, meliputi :
a. Status hak atas tanah dan/atau izin pemanfataan dan pemegang hak atas tanaky;
b. Status kepemilikan bangunan gedung;dan
c. lzin mendirikan bangunan gedung.
Setiap orang dapat memilki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung,
Pemerintah Daerah melakukan pendataan hangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan
dan pemaniaatan,
(4) Pencatatan dan penelitian kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi, meliputi -
a. Pemeriksaan terhadap status hak atas tanah meliputi kelengkapan dan kebenaran dokumen

kepemilikan :
4. Pemilik tanah sebagai pemilik bangunan gedung, pemeriksaan utang dilakukan melfiputi :
a) Kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah,
h) Kejelasan dan kebemaran data kondissituasi tanah  (lefak/lokasi danm
topograft/countor);
¢) Pemyataan bahwa tanah dimaksud tidak dalam status sengketa.
2.

Pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung, pemeriksaan yang ditakukan metliputi .
a) Kebenaran dan keabsahan status hak atas tanah;

b} Kejelasan dan kebenaran data kondlsd&ma& tanah (letak!lokas& dan
topografifcountor); '

¢} Pemyataan bahwa tanah dimaksud tidak dalam status sengketa;
d) Perjaniian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.



3 b. Pemerksaan terhadap status kepemilkan bangunan gedung melipuli kelengiapan dan
F kebenaran dokumen :

1. Suratbukti kepemilikan bangunan gedung meliputi kelenglapan dan kebenaran dokumen
2. Data pemilikipsmohon bangunan gedung, melipufi nama, alamat, tempatitanggal lahir,
pekerjaan, nomor KTP, atau identias lainnya serta foto copy KTP atau idenitas fainnya.
Paragraf 2
Status Hak Atas Tanah

Pasal 16

{1) Status hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1), adalah penguasaan atas
tanah yang diwujudkan dalam bentuk serlifikat sebagat tanda bukit penguasaan kepemifikan tanah,
atau status tanah lainnya yang berupa girk, pethuk akta jual beli dan akia/bukti kepemilikan
lainnya;

(2} 1zin pemaniaatan dari pemegang hak atas fanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1)

huruf @ pada prinsipnya’ mierupakan’ persetujuan yang dinyatakan dalam perjanjian tertulis antara

r pemegaaghakatastanahaﬁaupesmhkianahﬂmpemhk bangmaﬂgedung

| Paragraf3
| Status Kepemilikan Bangunan Gedung

-

| Pasal 17
!

Status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dim aksud dalam pasal 15 huruf b merupakan
surat keterangan bukli kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan ofeh Pemerintah Daerabh
berdasarkan hasil kegialan pendataan bangunan gedung;,

Pendataan, {ermasuk pendataan bangunan gedung, dilakukan pada saat proses perizinan
mendirkan bangunan gedung dan secara petiodik, yang dimaksudkan untuk keperluan tertib
pambangunan dan pemanfaatan bangunan gedung, memberkan kepastian hukum tentang status
kepemilikar bangunan gedung dan sistem informast.

Berdasarkan pendataan bangunan gedung, sebagai pelaksanaan dari asas pemisahan horizontal,

sefanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh surat keterangan kepemilikan bangunan
gedung dar pemerintah daerah;

Dalam hal terdapat pengalihan hak kepemmkan bangunan gedung, pemilik yang baru wajib
memenuht ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
{zin Mendirikan Banguran

. Pasal 18

fzin mendirikan barngunan sebagaimana dimaksud dalam pasat 15 ayat (1) huruf ¢, adalah izin
yang diberikan kepada erang pribadi atau badan dan pemerintah untuk mendirikan bangunan;
fzZin mendirkan bangunan dimaksudkan yaitu untuk mengendalikan pembangunan dan
pemanfaatan bangunan gedung di wilayah Kabupaten Konawe dengan tujuan terjaminya
keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib pembangunan;

(3} Sefiap orang sebalura menditkan gedung disilayah Kabupaten Konawe diwajibkan mengajukan
: permohonan kepada Bupat untuk mendapatian Izin mendirkan bangunan.

Bagian Ketiga
Persyaratan Tata Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

' Pasal19

f . Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (4) melipuli persyaratan
‘ \ peruntukan dan mtensm bangtman gedung, arsrtekhxr bangunan gedung, dan Dersavaram

P



(1)

4

(3)

Paragraf 2
Pengendalian Perancanaan Pembangunan

Pasal 20
Setiap perencanaan dan rancangan bangunan gedung dan bangun-bangunan harus
memperiimbangkan segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keserasian bangunan dan
lingkungan baik dari segi arsitekiur, konstrikst, instalasi dan perlengkapan bangunan termasuk
keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta mengikuti pedoman dan
standar teknis yang beraku;

Perencanaan dan rancangan bangunan gedung dan bangun-bangunan harus dilakukan dan

diperianggungiawablkan olely para ahli, sesval bidangnye masing-masing dapat terdir ates .
Perencanaan arsitekius;

a.
b. Petencanaan struktur;

¢. Perencanaan mekanikal dan elektrikal;

d. Ahlilingkungan; dan/atau

e. Ahliyang sesuai dengan sifat bangunannya

Ketentuan sebagalmana cﬁmksud pada ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut olely Bupati.

Pasaizz .
Peruntukan Lokasi

Persyaratan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 merupakan persyaratan
peruntukan lokasi yang bersangkutan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana
Detail Tata Ruang Kawasan Perkofaan dan/atau Réncana Tata Bangunan dan Lingkungan;

Peryaratan intensitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud datam pasal 19 meliputi

persyaratan kepadatan, ketinggian dan jarak hebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi
yang bersangkutan

Paragrﬁf 4
Peruntukan Lokasi

Pasal 22

Pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang
diatur dalam :

a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe;

b. Rencana Detall Tata Ruang Bagian Wilayah Kota;

c. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk lokasi yang bersangkutan.

Peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama, sedangkan
apabila pada bangunan teisebut terdapat pevantukan pendjang ager berkonsuitesi dengan Dinas
Pekerjaan Umarm;

Setiap pihak yang memerlukan informasi tenfang peruntukan lokast a&au kelentuan tata bangunan
dan lingkungan Jainnya,dapat memperolehnya secara cuma-Cuma pada Dinas Pekerjaan Umum,
Untuk pembangunan diatas jalan umum, saluran atau sarana lain, atau yang meliputi sarana dan

prasarana jaringan kota, atay dibawah atau diatas air, atau pada daerah hantaran udara (transmisi)
tegangan tinggi, harus mendapat persetujuan khusus dan Bupata

Paragraf 53
Koefisien Dasar Bangunan

~

Pasal 23

Untuk kepentingan pelestarian lingkungan dan serapan air dan koefisien dasar bangunan ditetapkan
sebagat berfiut :

{1) Bangunan umum maksimum 50% (bangunan 50% dan lahan terbuka 50%);
{2) Bangunan perdagangan dan jasa maksimum 75% (bangunan 75% dan Iahan terbuka 25%);

(3) Bangunan pendidikan maksimum 50% (bangunan 50% dan lahan terouka 50%);
© (4) - Bangunan industri maksimum 50% (bangunan 50% dan lahan terbuka 50%);

- (5) - Bangunan perumahan maksimum 75% (bangunan 75% dan lahan terbuka 25%);
. {8 Bangunan kelembagaan maksimum 75% {bangunan 75% dan lahan terbuka 25%);
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(7) Bangunan campuran maksimum 50% (bangunan 50% dan iahan terbuka 50%);dan
(8) Bangunan khusus maksimuny 40% (bangunan 40% dan ahan terbuka 60%).

Paragraf 6
Koeflslen Lantal Bangunan

Pmiu

(1) Koefislen lantai bangunan ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkunganiresapan air

parmukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepenfingan ekonomi, fungsi

peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan, keselamatan dan
kenyamanan urum;,

{2) Ketentuan besamya koefisien lantai bangunan pada ayat (1} disesuaikan dengan rencana detall
tata nuang bagian wilayah kota ataw sesual dengan kelentuan peraturan perundang-undangan
yang beriaku;

(3) Setiap bangunan gedung yang didirikan fidak boleh melanggar ketentuan jarak bebas bangunan
gedung yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang
Kawasan Perkotaan danlatou Rencana Tala Bangunan dan Lingkungan;

(4) Ketentuan jarak bebas bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk :

a. Gars sempadan banguran gedung dengan As jalan, tepx sungai, tepi pantai, jalan kereta api
dan/atau jaringan tegangan tinggi:dan

b. Jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antar bangunan gedung dan
jarak antara As jalan dengan pagar halaman yang dilzinkan pada lokasi yang bersangkutan
yang dxbertathan perkaviing, perpersil dan/atau perkawasan.

(5) Penetapan garis. sempadan bangunan gedm\g dengan tepi jalan, tepi sungai, tepi pantai, tepi
danay, jalan  kerela api danfatau jaringan tegangan tinggi didasarkan pada pertimbangan
keselamatan dan kesehatan;

Penetapan ;arak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil dan jarak antara As jalan dan
pagas helaman yeng dizinkan pada iokasl yeng bersangkutan harus didasarkan pada
periimbangan keselamatan, kesehatari, kenyaranan dan kepwdahan;

Penetapan jarak bebas bangunan gedung alau bagian. bangman gedung yang dibangun dibawah
@ permukaan tanah didasarkan pada jaringah utlitas umum yang ada atau yang akan dibangun;

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan besaran jarak bebas bangunan gedung diatur
dengan Peraturan Bupati.

®)

Paragraf 7
Koefisien Daerah Hijau
Pasal 25
{1

Koefisien daerah hijau ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkunganiresapan air
(2)

permukaan tanah;
Ketentuan besarnya koefisien daerah hijau pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana tata ruang
witayah kota atau sesuai dengan kelentuan pesaturan perundang-undangan yang berlaku;

{3) Setiap bangunan umum apabila tidak ditentikan {ain, ditentukan koefisien daerah hijau minimum

30%.

Paragraf 8

.-

Ketinggian Bangunan
Pasal 26

Tinggi setiap bangunan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan disesuaikan dengan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan siempat.

Pasal 27

{1) Ketinggian bangunan gedung dnter{(ukan sesﬁgl dengan rencana tata ruang wilayah;

(2} Ketinggion bangunan sebagamana dimaksud pada ayat (1) ditentukan besdasarkan
3. Kapasitas jalan;

b. Fungsi bangunan;

[ Woamamriinan mammasdalfie L
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3)

(4)
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f. Keselamatan bangunan;

g. Daya dukung iahan;dan

h. Kawasan keselamatan opetasi penerbangan.

Tinggi bangunan gedung tidak boleh melewali garis polongan 60° {enam puluh derajat) dari As
jalan yang berbatasan;

Ketinggian bangunan gedung berderet paling tinggi 3 (tiga) tantal, untuk lantai 1 (satu) dan lantai 2
{dua) dapat berimpit dan lantai 3 (tiga) harus berjarak dengan persil tetangga;

Ketingglan bangunan gedung dan bangun-bangunan pada kawasan keselamatan operasi
penerbangan , harus memenuhi persayaratan batas-batas keselamatan operast penerbangan.

Pasal 28

Tinggl ruang dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya paling tinggi 5 M {lima meter) dan paling
rendah 3 M (tiga meter);

Bangunan tempat ibadah, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, gedung sekolah, bangunan
monumental, gedung olah raga, bangunan serbaguna dan bangunan gedung sejenis lainnya
dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tinggi ruang utiiitas diatas atap
(penthouse), tidak hleh melebihi 2,40 M {dua koma empat puluh meter) diukur secara vertikal dari

plat atap bangunan, sedangkan untuk ruang mesin lift atau kepeﬁuan teknis fainnya diperkenankan
leblh disesuaikan dengan kepeﬂuannya.

Pasal 29
Tinggi pagar batas pekarangan samping dan belakang unfuk bangunan renggang paling tinggi 3 M
diatas permukaan tanah pekarangan dan apabila pagar tersebut merupakan dinding bangunan
bertingkat atau berfungsi sebagal pembatas pandangan, maka tinggi tembok paling tinggi 7 M dari
permukaan tanah pekarangan;
Apabila terdapat perbedaan ketinggian pemiukaan tanah pekarangan aniara satu kavling dengan
yang bersebelahan lebih dar 2 M, maka harus diléngkapi dengan konstruksi penahan tanah;
Konstiukst penahan tangh sebagaimana dimeksud pada ayat (2) herus disertal perhitungen
konstruksi termasuk memperhﬁxmgkan beban | pagar
Tinggt pagar garis sempadan jalan dengan garis sempadan bangunan pada bangunan rumah
tinggal paling tinggi 1,50 M diatas permukaan fanah, dan untuk bangunan unfuk bangunan bukan
rumah tinggal termasuk untuk bangunan industi paling tinggi 2,50 M diatas permukaan tanah
pekarangan serta disesuaikan pagar sekeliiingnya;
Pagar pada garis sempadan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, harus tembus
pandang kecuali untuk bagian bawahnya paling finggi 50 Crnt diatas permukaan tanah pekarangan
dapat tidak tembus pandang;

Pagar pada kavling posisi sudut , harus membentuk radius/.serongan dengan mempertimbangkan
fungsi jalan dan keleluasaan pandangan menyamping lalu lintas.

Pasal 30

Pintu pekarangan harus membuka kedalam danfatau tidak boleh melebihi garis sempadan jalan;
Letak pintu pekarangan untuk kendaraan bermotor roda empat pada persil sudut untuk bangunan
rumah tempat tinggal paling rendah 8 M dan untuk bangunan bukan rumah tempat tinggal paling
terdah 20 M dihitung dari tifik belok tikungan;,

Bagi persil kecil yang tidak memenuhi kefenfian sebagaimana dimaksud pada ayat (2] , letak pinty

pagar untuk kendaraan bermotor roda emipat adalah pada salah satu ujung batas pekarangan;
Oprit jatan keluar/masuk tidak boleh menggunakan ruang mitik falan;

Untuk bangunan tunggallebar jalan masuk pekarangan paling tinggi 50% dari lebar persil.

Pasagral 8
Garis Sempadan

Pasal 31

Garis sempadan bangunan pada jalan arterifjalan Negara (rencana lebar jalan maksimum 30 M)
ditetapkan 21 M diukur dar As jalan;

Garis sempadan bangunan pada jalan kolekior (rencana lebar jalan maksimum 20 M) ditetapkan 16
M divkur dari As jalan;



(4)
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Garis sempadan bangunan pada jalan lokal {rencana lebar jalan maksimum 10 M) maksimal 11 M
diukur dari As Jalan;

Garis sempadan bangunan pada jalan setapak/gang (rencana lebar jalan maksimum 4 M)
ditetapkan 6 M diukur dari As jalan;
Garis sempadan bangunan terhadap sungai {sempadan sungai) :

a. Sekorang-kurangnya 106 Mdi kmkananmngalhesardansn M di kiri kanan anak sungai yang
berada diluar permukiman;

b. Sekurangakmmgnya 10 — 15 M (diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi) di kir
kanan sungat yang berada dikawasan permukiman.

Garis sempadan pagar depan minimal 5 M urituk jafan arted, jdlan koleklor, jalan lokal dan 3 M
untuk jalan setapakigang diukur dari pinggir got;

Sempadan bangunan dengan pagar batas persit samping dan belakang minimal 2 M, kecuali ada
persetujuan dari tetangga yang saling berbatasan (penyanding);

Pada areal sempadan bangunan/dapat dibangun bangunan :

a. Pagar

b. Taman, tempat parkir tanpa atap

Pasal 32

Penetapan garis sempadan bangunan -sebagaimana dimaksud pada pasal 31 diatas akan diatur tebih
lanjut dengan Peraluran/Keputusan Bupati.

(1)
(2

@)

{4)

Paragraf 10
Pagar

‘b'asai 33

Sefiap bangunan yang dibangun ditepi jalan wajib dilengkapi dengan pagar pekarangan/pagar
depan, kecuali ruko dan sejenisnya;

Tinggi pagar yang berbatasan dengan jalan maksimal 1,5 M dari permukaan halaman/irotoar datam
bentuk transparan, atau maksimal 2 M dari permukaan halamanfiretoar dalam bentuk transparan

afau tembus pandang untuk rumah tempat tinggal, sedangkan untuk bangunan tempat usaha
dapat lebih dari 2M dengan ketentuan 1 M tertittup, dan selebihnya transparan;

Tinggl pagar samping den belakang maksimal 2 M dai pesmukaan halaman, kecuali ada
persetujuan dart penyanding;

Setiap bangunan yang berada pada. sudut jalan dibuat dengan ketentuan tidak mengganggu
pandangan pengendara dari sudut pandang manapun di perempatan jalan dimaksud.

Paragraf 11
Jarak Antara Bangunan

Pasal 34

Jarak antara masa/blok bangunan satu lantai yang satu dengan lainnya dalam satu kavling atau
antara kavling minimue adalah 4 meter;

Seffap bangunan umum harus mempunyai jarak masa / blok bangunan dengan bangunan di
sekitamya sekurang-kurangnya 6 meter dan 3 meter dengan batas kavling;

Untuk bangunan bemngkat, setiap kenaikan satu lantai jarak antara masa / blok bangunan yang
satu dengan lainnya ditambah dengan 0,5 meter;

Yetentuan lebib rinci tentang jarek antar bangunan gedung, mengikub kelentuan dalam stendar
teknis yang beraky.

Paragraf 12
Arsitektur Bangunan Gedung

Pasal 35

(1) Setiap bangunan wajib memperhatikan keindahan dan keserasian ingkungan;
{2) Sefiap bangunan pemerintah atau kantor BUMN dan BUMD, wajib menggunakan arsitektur dengan

ciri khas Tolaki;



(1)

(2)

Setiap bangunan wajib mempergunakan cat bangunan yang serasi dengan lingkungan;
Sefiap bangunan umum wajib dilengkapi dengan fasilitas penunjang meliputi toilet dan sarana
parkir;

Di pinggir jafan arteri dan jalan utama protekol dalam kota fidak boleh dibangun semi permanen.

Paragraf 13
Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan

Pasal 36

Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan banya berlaku bagi bangunan gedung
yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;

Sefiap pemohon yang akan mengajukan permohonan izin mendirkan bangunan, yang mempunyai
jenis usaha atau kegiatan bangunan arealnya sama atau lebih besar dari 5 (ima) heklar,
diwzjibkan untuk melengkapi persyaratan anafisa mengenal dampak lingkungan sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1899 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
Untuk pembangunan gedung di kawasan terfentu yang memerlukan analisa upaya pengelolaan
lingkungan dan upaya pemartauan jingkungan, harus mendapat rekomendast dart badan yang
terakreditasi;

Untuk kawasan industii, perhotelan, perumahan real-estate, parwisata gedung bertingkat yang
mempunyal ketinggian 60 meter atau lebih, péigbuhan dxwajlbkan untuk melengkapi persyaratan
analisa mengenai dampak lingungan;

Pelaksanaan dan pengawasan iefadap analisa mengenah dampak lingkungen ditangant oleh
instansi terkait sestial dengan Peraturar; Pemndang—undangan yang beriaku;

Bagi permohonan izin mendirkan bangunan dalam mengajukan permohonan tersebut harus
disertal rekomendas! dani instansi yang menangani masalah analisa mengenai dampak lingkungan;
Pelanggaran terhadap ketentuan inl dapat dikenakan sanksi hukuman sesuai dengan Peraturan
yang berlaky, dan izin mendirikan bangunannya dapat dicabut oleh Bupati.

Paragraf 14
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

Pas;l 37

Persyaratan iata bangunan untuk suatu kawasan lebih lanjut akan disusun dan ditetapkan dalam
rencana tata bangunan dan lingkungan;

Dalam menyusun rencana fata bangunan dan lingkungan, Pemerdntah Daerah akan
mengikutseriakan msyamkat penguszha dan para ahli agar didapat rencana tata bangunan dan
lingkungan yang sesuai dengati kondisi kawasan dan masyarakat setempat;

Rencana tata bangunan dan fingkungan disusun berdasarkan yang telah ditetapkan dan kemudian
akan difinjau kembali setiap S {lima) tahun;

Rencana tata bangunan dan fingkungan ini, digutiakan unfuk pengendalian pemanfaatan rsang
suatu fngkungankawasan dalam rangka perwujudan kualitas bangunan gedung dan lingkungan

yang berkelanjutan dari aspek fungsional, sosial, ekonomi dan lingkungan bangunan gedung
fermasuk ekologi dan knalitas visua;;

Paragrat 14
Pembangunan Bangunan Gadung di Atas danfatau di bawah
Tanah, Air dan/atau Prasaranan/Saranan Umum

~ Pasal 38

Bangunan gedung yang dibangun diatas dan/atau dibawah tanah, air atau prasarana dan sarana
umum, pengajuan permohonan izin mendirkan bangunan gedung Gilakukan setelah mendapatkan
persetujuan dan pilak berwenang;

Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan pertimbangan teknis dar
tim ahli bangunan gedung dan pendapat publik.
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Pasal 39

Pembangunan gedung dibawah tanah yang melintasi prasarana danfalau sarana umum
sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, harus

Sesual dengan rencana tata ruang;

Tidak ntuk fungsi hunian atau {empattmggal,

Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada dibawah tanah;
Memenuhi persyaratan kesehatan sesuar fungsi bangunan gedung;

Memiliki sarana khusus: untuk kepenﬁngan keamanarr dan keselamatan bagi penggunan
bangunan gedung; dan -

f.  Mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

Pembangunan bangunan gedung diatas danfatau dibawah alr, harus :
. Sesuai dengan rencana tata ruang;

Tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal; .
Tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada dibawahnya dan/atau diatasnya;

Tetap memperhatikan keserasian bangunan gedung terhadap lingkungannya;
Memenuhi persyatan kesehatan sesuai fungsi bangunan gedung;

Memeliki sarana khusus untuk kepenhngan keamanan dan keselamatan bagi pengguna
bangunan gedung; dan

g. Mempertimbangkan daya dukung lingkungan.

opo o
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Pembangunan bangunan gedung dibawah &ani’atau diatas air sebagaimana dimaksud dalam

a. Sesuai dengan rencarna tata ruang;

b. Tidak mengganggu keseimbangan lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
¢. Tidak menimbutkan perubahan arus air yang dapat merusak fingkungan;
d. Tidak menimbulkan pencemaran; dan

€. Telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan dan kemudahan bagi
pengguna bangunan gedung.

Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) harus
memenuhi standar teknis yang beraku.

Bagian Kesmpat
Parsyaratan Keandalan Bangunan Gedung

Paragraf 1

Umum

Pasal 40

Sefiap bangunan gedung harus memenuhi persayarat keandalan bangunan gedung meliputi :

Persyaratan keselamatan;

Persyaratan kesehatan;

Persyaratan kemudahan/aksesbilitas; dan
Persyaralan kenyamanan.

Paragraf 2
Persyaratan Keselamatan

Pasal 41

Konstruksi bangunan tertentu seperti~konstruksi beton bertulang, konstruksi baja dan konstruksi
kayu harus didasarkan atas perhitungan yang dilakukan dengan keilmuan/keahlian dan dikerjakan
dengan teliti danfatau percobaan-percobaan yang dapat dipertanggungjawabkan,

Tiap-liap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan beban berat sendiri, beban
hidup/beban yang dipikul, beban angin dan gaya gempa;

Dalam pendiian bangunan wajib menggunakan peraturan/standar tehnik yang berlaku yang

meliput standar nasional tentang tela care, spesifikasi dan metode uji yang berkaitan dengan
bangunan;

(4) Konstruksi bangunan instalasi listrik, harus dibtung dan direncanakan oleh yang ahli dan

perencanaannya berfanggung jawab atas keamanan perhitungan perencanaannya;
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Dalam pelaksanaan konstuksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapatkan

pengawasan yang ketat, baik menyangkut kualitas bahan maupun pelaksanaannya harus sesuai
dengan gambar, rencana kerja dan syarat-syarat.

Pasal 42

Pemasangan instalasi listrik pada bangunan harus memenuhi standar dan ketentuan/peraturan
tentang Instalasi listrik yang berlaku;

Untuk bangunari/ruang yang sifétnya khusus dan umum serta sifatnya penting, instalasi listrik tidak
boleh terputus, seperti ruang operasi, lift dan lain-lain;

Bangunanhuang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setain menggunakan instalasi listrik, juga

harus memilki pembangkit listrik darurat sebagai cadangan, yang besar dayanya dapat memenuhi
kebutuhan pelayanan,

Pasal 43

Setiap bangunan tertentu seperti gedung-gedung bertingkat, bangunan pelayanan umum, industri
dan instalasi-instalasi yang rawan terhadap bahaya kebakaren wajib memiki sarana dan alat
perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan standar
nasional tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sert dilengkapi dengan
petunjuk, penyelamatan, pendetekslan sumber kebakaran dan fanda-tanda/petunjuk arah jalan
keluar yang jelas;

Untuk gedung bertingkal harus dilengkap sarana fangge dansat ataw jalan ke lvar khusus unfuk
pesiyelamatan dari bahiaya kebakaran ddn pettinjuk arahi jalan ke luar yang jelas.

Pasal 44

Penggunaan bahan bangunan diupayakan semaksimal mungkin menggunakan bahan bangunan
produksi dalam negeri/setempat, dengan kandungan lokal minimal 60%.

Penggunaan bahan bangunan harus mempertimbangkan keawtan dan kesehatan dalam
pemanfaatan bangunannya;

Bahan bangunan yang dipergunakan hafus memenuhi syarat-syaral teknik sesuai dengan
fungsinya, seperli yang dipersyaratkan dalam standar nasional indonesia {SNi) tentang spesifikasi
bahan bangunan yang beslaki,

Periggunaan bahar bdngenan yang mernganding racun atats bahan kimia yang berbahaya, harus
mendapal rekomendasi dari instansi terkait dan dilaksanakan oleh ahlinya;

Pengecualian dari kefentuan pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi dari Bupati atau pejabat
yang ditunjuk olehnya,

Paragraf 3
Persayaratan Kesehatan

Pasal 45

Jenis, muty, sifat bahan dan peralatan instalasi air minum harus memenuhi standar dan ketentuan
teknis yang berlaku;

Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air minum harus disesuaikan dan aman terhadap
sistem lingkungan, bangunan-banguran lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-
instalasi lain sehingga fidak saling membahayakan, mengganggu dan merugkan serta
memudahkan pengamatan dan pengendalian;

Pengadaan sumber air minum diambil PDAN alou dar sumber yang dibenarkan secara rest oleh
g berwernarig,

Perencanaan dan instalasi | ]anngan air bersih mengikuti ketentuan dalam pedoman Gan standar
yang beriaku.
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Pasal 46

Pada dasamya air hjan harus dibuang atau diaiirkan ke saluran umum kota;
Jika hal dimaksud pada ayat {1) pasal ini belum tersedianya saluran umum kota ataupun sebab-
sebab lain yang dapat diterima oleh yang yang berwenang, maka pembuangan air hujan harus

dilakukan melalui proses peresapan ataupun cara-cara lain yang ditentukan oleh Kepala Dinas
Pekerjaan Ymum;

Saluran air hujan
a. Datam tap-fiap pekarangan harus dibuat saluran pembuangan air htjan;

b. Saluran tersebut diatas harus mempunvai ukuran yang cukup besar dan kemiringan yang
cukup untuk dapat mengalirkan selumh air hujan dengan baik;

Air nujan yang jatuh diatas harus segera disalurkan ke saklm diatas permukaan tanah dengan
pipa atau saluran pasangan terbuka.

Perencanaan dan instalasi jaringan air hujan mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar
{eknis yang berlaku.

C.

Pasal 47

Sefiap bangunan yang diperuntukan sebagai tempat kediaman maupun untuk tempat-tempat
pelayanan umum harus dilengkapl dengan KM/WC;

Pembuangan air limbah yang berasal dari air mandi, cucian dan air kakus (MCK) tidak boleh
tangsung ke saluran/perairan terbuka seperti sungal, saluran lrigasi, maupun drainase, tetapi harus
disalurkan melalul proses pengelohan melalul septic tank danfatau peresapan sedemikian rupa
sesuai standar yang beriaku agar fidak mengganggqu kesehatan lingkungan;

Setiap kegiatan pembangunan duekker plat yang dibuat diatas saluran drainase milik umum harus
mengikuti petunjuk dan desain dari instansi teknis atau instansi terkait.

_P_asa1 48

Sefiap pembangunan baru atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukan sebagai tempat
kediaman diharuskan melengkapi dengan {empatkotakflobang pembuangan sampah yang
ditempatkan dan dibuat sedemikian rupa sehingga kesehatan umum terfjamin;

Dalam hal pada lingkungan di daerah perkotaan yang merupakan kotak-kotak sampah induk, maka
sampah ditampung pada TPS, untuk selanjutnya diangkut oleh petugas Dinas Kebersihan;

Datam hal jauh dari TPS, maka sampah-sampah dapat dibakar dengan cara-cara yang aman atau
dengan cara leinnya;

Perenanaan dar instalasi tempat pemﬁuaagan sampahi mivigkuti ketentuan dalam pedoman dan
satandar teknis yang besiaku.

Pasal 49

Setiap bangunan gedung harus mempunyal ventilasi alam dan/atau ventilasi mekanik/buatan
sesuai dengan fungsinya;

Kebutuhan ventilasi diperhifungkan untuk memenuhi kebutuhan sirkuasi dan pertukaran udara
dalam ruang sesuai dengan fungsi ruang;

Ventilasi alami harus terdiri dari bukaan permaren; jendela; pintu atau sarana lain yang dapat
dibuka sesuai dengan kebutuhan dan standar teknis yang berlaku;

Ventilasi alami pada suats ruangan dapat berasal dasi jendela, bukaan, pintu, ventilasi atau sarana
|dirmya dart reangan yang bersebelahan;

Luas ventilast alami diperhitungkan minimal seluas 5% dari luas lantat ruangan yang diventilast,
Sistem ventilasi buatan harus diberikan jika ventilasi yang alami tidak dapat memenuhi syarat;
Penempatan fan sebagai ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal
dan masuknya udara segar, atau sebaliknya;

Bilamana digunakan veniiilasi buatan, sistem lersebut harus bekerja terus menerus selama ruangan
tersebut dihuni;

Penggunaan venliasi buatan, harus mempethitungkan besaranya periukaran udara yang

disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalem bangunan gedung sesuai pedoman dan standar
teknis yang beriaku.
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Pasal 50

Setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahaan alami dan/atau buatan, sesuai dengan
fungsinya;

Kebutuhan pencahayaan meliputi kebutuhan pencahdyaan untuk ruangan di dalam bangunan

dasrah tuar bangunan, {alan, taman dan daarah bagian tusr lainnya, termasuk daerah di udara
terbuka dimana pencahayaan dibutuhkan;

Pemanfaatan pencahayaan alami harus diupayakan secara optimal pada bangunan gedung,

disesuatkan dengan fungsi bangunan gedung dan fungst masing-masing ruang didalam bang'unah

gedung;

Pencahayaan buatan pada bangunan guedung harus dxpll“n secara fleksibel, efektif dan sesuai
dengan tingiat. fluminasi yang dipersyaratkan sesua t'unga ruang dalam bangunan gedung,
dengan mempertimbangkan efesiensi dan konservasi energt yang digunakan;

Besamya kebutuhan pencahayaan alimi damfatau buatan dalam bangunan gedung dihitung
berdasarkan pedoman dan standar teknis yang beraku.

_ Paragraf4
Persyaratan Kemudahan/Aksebllitas

Pasal 51

Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan
ke, dari, dan didalam bangunan gedung serta kelengkapan sarana dan prasarana dalam
pemanfaatan bangunan gedung;

Kemudahan hubungan ke, dani dan didalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) diatas, meliputi Kemudahan hubungan horizental; Kemudahan hubungan vertikal, Tersedianya

akses evakuasi serta Fasilitas dan aksebilitas yang mudah, aman dan nyaman bagi penyandang
cacal dan tanjut usia;

Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada bangunan gedung
untuk kepentingan umurm melipuli penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang
ganti, ruangan bayi, toilet, fempat parkir, tempat sampah serta fasilitas komunikasi dan informasi.

Pasal 52

Kemudahan horzontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal
51 ayat {2) merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor
antar ruang;

Penyediaan mengenal mengenal jumiah; wkuran dan konstruksi teknis pintu dan/atau koridor
disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung;

Ketentuan mengenai hubungan horizontat antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2} diatas mengikutt ketentuan datam standar teknis yang bertaku.

Pasal 53

Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk sarana transportasi vertikal
sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat {2) berupa penyediaan tangga, ram dan sejenisnya
serta fift dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung;

Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai yang
satu dengan yang kainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keselamatan dan kesehatan
pengguna;

Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan tertenty dan/atau
sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna
sesuai standar teknis yang beraku;

Bangunan gedung dengen jumiah & {ime) lantai diatas haius dilengkapi dengan sarana
transpottasi veriikat (Ift) yany dipasang sestal derigan kebiituhan dan fungsi bangunan gedung;
Ketentuan mengenai kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), ayat {2), ayat {3} dan ayat {4), mengikuti ketenfua dalam standar tekms
yang bertaku,
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Pasal 54

Akses evakuasi dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) harus
disediakan didalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu
keluar darurat dan jalur evakuasi apabila tefjadi bencana kebakaran atau bencana lainnya, kecuali
rumah tinggal, :

Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) darus dapat dicapai dengan
mudah dan dilengkapi dengan penunjuk aralhy yang jelas;

Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuast sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
{2), mengtkuti ketentuat dalam staridar teknis yang beriaku.

Penyediaan fasilitas dan aksebilitas bagi penyandang cacat dan fanjut usia sebagaimana dimaksud
dalam pasal 51 ayat (2) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung kecuali rumah
tinggal, :

Fasilitas bagi penyandang cacat dan [anjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk
penyediaan fasilitas aksebilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya;

Ketentuan mengenai penyedian aksebilitas bag penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dar ayat {2}, mengikuti ketentuan datam standar teknis yang bertaku.

" Pdsal 56

Kelengkapan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (3), merupakan
keharusan bagi semua bangunan gedung untuk kepentingan umum;

Kelengkapan saranan dan prasarana tersebut harus memadai sesual dengan fungsi bangunan
umum tersebut; ..
Kelengkapan saranan dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

Sarana pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran;
Tempat parkir;

Sarana transporiasi vertikal;
Sarana tata udara;

Fasilitas penyandang cacat, dan
Sarana penyelamatan:

mpap TR

Bagian Kelima
Persayaratan Kenyamanan dan Bangunan

. Pasal 57

Selisp bangunan yang dibangun dapat mempertimbangkan factor kenyamanan bagi
pengguna/penghuni yang berada di dalam dan diseldtar bangunan. Dalam merencanakan
kenyamanan dalam bangunan gedung harus memperhatikan ;

a. Kenyamanan ruang gerak;

b. Kenyamanan hubungan antar ruang;

¢. Kenyamanan kondisi udara;

d. Kenyamanan pandangam; dan

€. Kenyamanan {erhiadap kebisingan dan getaran;

(2) Ketentuan perencanaan, pelaksanaan, operasi den pemeliharaan kenyamanan dalam bangunan

gedung mengikuti kelentuan dalam pedoman dan standar eknis yang beriaku.



Bagian Keenam
quyaratan Pendirlan Bangun-Bangunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 58

Bangunan - bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitekiur yang tidak digunakann untuk kegiatan
manusia, tetapi merupakan lingkungan yang tercipia oleh sebab keria manusia yang berdiri diatas tanah
atau bertumpu-pada landasan dengan susunan bangunan tertentu sehingga lerbentuk ruang terbatas

baik seluruhnya atan sebagian diantaranya berfungsi sebagai bangunan gedung atau sehaga'i
bangunan menara telekomunikasi:

Paragraf 2
Bangunan Pertandaan

Pasal 59

Dalam membangun bangun-bangunan berupa bangunan pertandaan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 58, harus teriebih dahulu mendapatkan izin mendirikan bangunan dari Bupati.

Pasal 60

(1) Bangunan pertandaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 harus dapat mendukung citra dan
suasana perkotaan yang asri, indabh, tertib, nyaman dan aman;

Penempatan bangunan pertandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merusak
karakter lingkungah. Keserasian lingkungan dan kelestarian lingkungan.

Pasal 61

{1) Bangunan pertandaaﬁ dapat ditempatkan pada bangunan, di dalam pekarangan ruang umum, dan
jembatan penyebrangan

Penempatan bangunan pertandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hamus disesuaikan
dengan titik-titik tempatiokasi pertandaan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 62

Bangunan pertandaan harus memenuhi persyaratan struklur yang kuat dan aman serta tidak
membahavakan lingkungan dan keselamatan umum,

Paragraf 3
Bangunan menara telekomuntkasi

Pasal 63

(1) Bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud, harus kuat menahan beban angin,
semua dan harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaky;

(2} Penetapan kelingguan menara telekomunikasi harus mendapat rekomendasi dari instansi yang
berwenang;

{3) Perletakan menara telekomunikasi harus memparhatikan aspek lingkungan;

(4) Bangunan menara telekomunikasi harus metapethatikan kelayakan tata ruang, keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lmgkungannya
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Menara telekomunikasi bersama (Co Loc;aﬁoﬁ) ditetapkan berdasar kepadatan bangunan.
Pola penyebaran menara telekomunikasi bersama (Co location) sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), titik Jokasinya. Mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Menard telekomunikasi diatas banigunan hans memperimbanigkan struktur bangunannya.

BABW!
PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

Baglan pertama
Umum

Pasal 64

Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegialan pembangunan, pemanfaatan , pelestarian,
dan perborigkarar; .

Dalam penyelenggaran bangunan gadung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara
bnerkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Bab V,
Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi,
dan pengguna bangunan gedung.

Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaiman dimaksud datam
Bab V, fetap harus memenuhi ketentuan tersebut secara bertahap.

Bagian kedua
Pembangunan

Paragraf1
Umum

Pasal 65

Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan
beserta pengawasannya;

Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah mifik sendiri maupun di tanah milik
pinak lain.

Pembangunan bangunan gedung di atas tarah milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) ditakukan berdasarkan pefjanjian tertulis antara pemitik dan pemilik bangunan gedung.
Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana feknis bangunan disetujui

oleh pemerintah daerah dalam bentuk izin mendirikan bangunan kecuali bangunan gedung fungsi
khusus. :

Paragraf 2
Pergheandan Tekiis

_ Pasal 66
Perencanaan bangunan terdiri dari :
d. Perencariagn Umum
b. Perencanaan bangunan
Perencanaan umum dimaksud pada ayat {1) huruf a dibedakan menjadi :
a. Rencana Tata Ruang Wilayah ( RTRW)
b. Rencana detail Tata Ruang (RDTR)
€. Rencana tehknik ruang kota (RTRK)
d. Rencana iata bangunan dan lingkungan (RTBL)
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Perencanaan bangunan dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan menjadi :
a. Rencana arsitektur.

b. Rencana konstruksi
¢. Rencana instalasi,

’ Pasa!_GT

Rencana arsitektur sebagaimana, dimaksud pada pasal 66 ayat {3) huruf a meliputi :
a. Situasiltata letak bangunan.

b. Dasar bangunan.

¢. Tampak bangunan.
d. Potongan bangunan.
. Detail arsitektur.
Rencana konstruksi sebagalmand, dimakstid padd pasa 66 ayat (3) huruf b mefiputi :
a. Rencana struktur (perhitungan dan gambar)

b. Rencana pondas
¢. Rencanakap

Rencana konstruksi sebagaimana, dimaksud pada pasal 66 ayat {3) huruf ¢ meliputi :
. Instalasi air bersih

Lo

a
b. Instalasi pengelolaan air hujan

¢. Instalasi pembuangan kotoran dan air limbah

d. Instalasi pembuangan gas/uap air

&. Sistem penerangan, akustik dan penghawaan

f. Instalasi mekanikal

g. Instalasi elektrikal.

h. Sarana pemadam kebakaran atau hidrand untuk bangunan pasar.
1. Instalasi penangkal petir.

j- Sistem tangga darurat.

Pasal 68

Untuk mendirikan bangunan harus dibuat rencana bangunan dan fingkungan sekitar bangunan
didalam persil sesuai denganrencana detail tata ruang (RDTR) atau rencana peruntukan.
Rencana bangunan untuk usaha harus memiliki izin lokasi dan atau izin prinsip.

Rencana bangunan satll lantai dengain konstriksi sedertiana dapat dilakitkan oleh orang yang
berpengalaman atay orang yang ahi.

Rencana bangunan dua fantai atau lebih atau bangunan umum atau bangunan khusus ditakukan
oleh orang yang ahli atau konsultan perencara yang sesual kualifikasi kiasifikasinya.

Perencana bertanggung jawab atas perencanraan bangunan yang direncanakan sesuai ketentuan
teknis yang beilaku.

Rencana bangunan harus memenuhi syarat—syarat teknis sebagaimana dimaksud pada Bab V
peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 89

Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimutai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh
IMB; o
Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah

disetujui dan disahkan oleh dinas kecuali unituk bangunan gedung umum dan gedung tungsi
khusus;
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Pelaksanaan konstruksi bangunan gedﬂng dapat berupa pembangunan bangunan gedung baru

perbaikan, penambahan, perubahian dan/atau pemugaran bangunan gedung dan/atau instalasi
Dan/atau periengkapan bangunan gedung.

Pasal 70

Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi pemeriksaan dokumen pelaksanaan persiapan
lapangan, kegiatan konstruksi, pemeriksaan- akhir pekenaan konstruksi dan penyerahan hasil akhir
pekerjaan;

Pemenksaan dokumen pelaksanaan sebagdimidna dmakﬁlid tadd ayat (1) meliputi pemeriksaan
kelengkapan, kebenaran, dan keterlaksanaan konstruksi {constructionability) dari semua dokumen
pelaksaan pekerjaan;

Persiapan lapangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan program
pelaksanaan, mobilisasi sumber daya, dan panyiapan fisik lapangan;

Kegiaten kontruksi sebagaimand dimakstd pade ayet (1) meliputi pelaksanaan pekerjaan
konstruksi fisik dilapangan pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja
pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekefjaan sesuai dengan yang
dilaksanakan {as built drawings}, serta keglatan masa pemeliharaan konstruksi.
Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
mignetapkan prnsip-phnsip keseldiiatan tah kesehatdn kend (K3);

Keglatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi bangunan gedung terhadap kesesuaian dengan
dokumen pelaksanaan; hasil akhir peketjaan pelaksanaan konstruksi berwujud bangunan gedung
yang baik fungsi termasuk prasarana dan sarananya yang dilengkapi dengan dokumen
pelaksanaan konstruksl, gambar pelaksaaar pekerjaan sesual dengan yang dilaksanakan (as built
drawings), pedoman pengoperasian dan pemeliharaaan bangunan geudng peralatan serta

perlengkapan emkanikal dan elekirikal bangunan gedung serta dokumen penyerahan hasil
pekerjaan.

(1} harus

Pasal 74

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana diraksud dalam pasal 69 ayat (1) untuk bangunan sampai 2
(dua} ldiitai ataii dengan ltias sampai 500 m2 (lima ratus meter persegi) dilakukan oleh tenaga
ahliftenaga yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi bangunan gedung;
Pelaksaaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) untuk bangunan febih dari
2 (dua) lantai atau dengan luas lebih dari 500 m? {lima ratus meter persegi) atau bangunan spesifik
harus dilakukan olab penyedia jasa yang barbadan tukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai
dahyan bidang datt Hila bargunar.

Pelaksana harus bertanggung jawah terhadap pelaksaan konstrukst sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2);

Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2} harus sesuai dengan
dokumen perencanaan dan persyaratan teknis sera peraturan perundang-undangan yang bertaku.

Pasal 72

Sebelum keiatan pelaksaan konstruksi, pada lokasi pelaksanaan konstruksi harus dipasa papan
nama kegiatan/proyek yang mudah dilihat masyarakat umum dan pada batas pekarangan harus
dipagari setinggl paling rendah 2,5 m {dua koma ima meter) dengan memperhatikan keamanan,
keserasian dan kebersitian sekelilingriya dan pagar tidak melampaui GSJ;

Untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat mengganggu keamanan

‘perjalan kaki maka pagar kegiatan/proyek harus dibuat dengan konstruksi pengamanan yang tidak

membahayakan dan mengganggu.

{3} Untuk menerapkan kenyamanan aksebilitas bagi masyarakat pengguna jalan, maka penyimpanan

iatetial bangutian tidak lebin dari 2 x 24 jan,
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Pasal 73

Dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi, pelaksana wajib menyedian bedeng, bangsal kefja,
kamar mandi, WC untuk para pekerjaanyd yahy bersifat sebagal bangurian sementara dengan
terlebih dahulu mendapat arahan teknis dad dinas;

Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibongkar dan dibersihkan
paling lama 30 hari kalender setelah kegiatan pelaksanaan konstruksi selesai.

Pasal 74

Dalam petaksanaan kegiatan konstruksi, jalan dan pintu keluar masuk pada lokasi kegaitan/proyek
membangunan harus dibuat dan ditempatken dengan tidak mengganggu kelancaraan falu lintas
serta tidak merusak prasarana kota;

Apabila jalan masuk lokasi kegiatan/proyek membangun sebagaimana dimasud ayat (1) mefintasi
trotoar dan salyran umum maka wafib dibuat konstruksi pengaman berupa jembatan sementara
untuk {3y lintas kendaraan, kendaraan ketuar dan masik lokasi kegiatan pembangunan.

Dalafii kegiatan pelaksandan konstruksi -hdris dilengkapi dengan alat pemadam api sesuai
ketentuan yang berlaku dan saranan pembersih roda bagi kendaraan yang keluar dar tokasi
kegiatan/proyek pembangunan..

Pada kegiatan pelaksanaan konstruks! yang tingginya iebih dari 10 {sepuluh) lantai atau lebih dari
40  {empat paluh meter) atau yang berada pada kawasan keselamatan operasi penesbangan
(KKOP) haris diléhgkapi derigai lafipl tandd ttituk mienghindan kedefakaan lalu lintas udara
sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.

Penempatan dan pemakaian bahan maupun peralatan untuk kegiatan pelaksaan konstruksi tidak
boleh menimbulkan bahaya danfatau gangguan terhadap lingkungannya.

Segala kerugian pihak lain yang difimbulkan akibat kegiatan pelaksanaan konstruksi dan
kerusakan fisik lingkuigan yang™ ditimbulkan, wenjadi beban dan tanggung jawab pelaksana
dan/atau pemilik bangunan.

Peiaksanaan penggantian terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan

berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pelaksana dan atau pemilik bangunan dengan
pihak yang disugikan dan dapat di fasilitasi oleh pemerintah daerah.

Pasal 75

Dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi, penggalian pondasi atau basement yang memeriikan
dewatering (penurunan muka air} pelaksanaannya tidak boleh merusak lingkungan sekitamya.

Tata cara dan parsyaratan pelaksanaan dewalering (penurinan muka air) ditetapkan oleh dinas,
~sesual dengan parallitan penitidarig-undarngar.

Pasal 76

Pekerjaan terfentu yang menurut sifat dan jenis pengamatannya memeriukan keahlian khusus
harus dilakukan oleh tenaga ahli.
Percobaan pembebanan untuk strukstu bangunan harus dilzksanakan oleh pefaksana dan

diawasi oleh direksi pengawas serta mengxkuu persyaratan teknis, standar dan prosedur yang
berlaku. -

Pasal 77

Bila muncul suatu keraguan mengenai keamanan dari suatu strukiur atau komponen strukiur
dinas dapat meminta supaya dilakukan penelifian terhadap kekuatan struktur.

Apabila pemasangan bahan finishing hasilnya dinilai kurang memenhi persyaratan maka harus
dilakukan perbaikan/penggantian.
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Apabila mutu bahan hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak memenuhi
persyaratan maka dinas dapat memerintahkan untuk mengganti bahan yang sudah terpasang.
Mutu bahan struktur bangunan yang belum lazim digunakan harus dibukiikan dahulu dengan test
atau diuji dengan test laboratrotitm pengujlan yang ditunjuk tleh dinas.

Pasal 78
Pada pekerfjaan pondasi tiang pancang yang menggunakan sambungan harus dilakukan

pengawasan dan pengamatan oleh tenaga ahli.
Pada pekerjaan pondasi fiang baja, harus ditakukan pengawasan dan pengamatan terhadap gejala

kelelahan tiang dimaksud akibat pemancangan.

Pasal 79

Pengamanan wajib dilakukan pada peiaksanaan pondasl yang dapat mengganggu stabilitas
bangunan ditokas yang betbatasan.

Dinas dapat memerintahkan untuk mengubah sistem pondasi yang dipakai apabila dalam
pelaksanaannya mengganggu atau membahayakan keamanan dan keselamatan disekitamya.

Pasal 80

Pada pelaksanaan kegiatan membangunan bahgunan tinggi dan/atau bangunan lainnya yang
dapat menimbulkan bahaya, wajib dipasang jaring pengaman.

Pada pelaksanaan kegiatan membangunan bangunan bertingkat, pembuangan puing dan/atau
sisa bahan batigunan dari lantai tingkat hariss dilaksarakan dengah system tertentu yang amari,
tidak membahayakan dan mengganggu lingkungan.

Pelaksana dan/atau pemilik bangunan wajib dengan segera membersihkan segala kotoran
dan/atau memperbaiki segala kerusakan terhadap lingkungan ataupun sarana prasarana kota
akibat pelaksanaan pembangunan;

Pelaksanaan pembersitian dan perbaikan tethadap kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pelaksana dan atau pemilik
bangunan dengan pihak yang dirugikan dan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah.

Pasal 81

Apabila dalam pelaksanaan pembangunan terjadi kegagaian struktur maka pembangunan harus
dihentikan dan dilakukan pengamanan terhadap manusia dan lingkungannhya.
Apabila hasil penelitian terhadap kegagalan strukiur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

ternyata tidak dapat diatasi dengan penguatdn dan dapat mengakibatkan penurunan struktur maka
bangunan tersebiit hianus dibongkar.

‘Pasal 82

Pengawasan konstruksi bangunan gedung merupakan kegialan pengawasan pelaksanaan
konstruksi atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunarn bangunan gedung.

Kegiatan pengawasan pelaksanaan kenstruksi bangunan gedung sebagimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi pengawasan biaya, mutu dan waklu pembangunan bangunan gedung pada tahap
pelaksanaan konstruksi, serta pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung.

Kegiatan manajemen konstruksi pembargunan bangunan gedung sebagimana dimaksud pada yat
{1) meliputi pengetitdalian bidya, mutd dan Wakti pembangian bangunan gedung, dari tahap
perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, serta pemeriksaan kelayakan
fungsi bangunan gedung.
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Pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung sebaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

melipuli pemeriksaan kesesualan fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan,
kenyamanan, dan kemudahan, lerhadap IMB gedung yang telah diberikan.

Pagal 83

Pemerintah daerah berwenang memarintahkan penghentian/penutupan kegiatan pelaksanaan
konstruksi, meninggikan atau merendahkan dan/atau mengubah fingkungan, danfatau
memunduﬂ(an pagar atau batas pagar atau ba!as pekarangan untuk kepent;ngan umum cepertr
4

ketentuan sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan
yang ditetapkan;

. Memerintahkan pemilik pekarangan untuk meninggikan, merendahkan dan merubah juas
pekarangan sehingga serasi dengan sarana dan prasarana lingkungan yang ada,

. Memerintahikan pentilik pekdrangan untitk feninggikan, meréndahkan dan memundurkan
pagar atau batas pekarangan untuk kepentmgan umum;

. Memerintahkan untuk melakukan perbaikan, penyempumaan terhadap gangguan kesehatan
dan keselamatan jiwa manusia; dan

. Memerintahkan, menyetujul atau menolak dilakukannya kegiatan pelaksanaan konstruksi,
perbaikan atal penbbngkaran sataria atd prasarand liffkurigan oleh pemitk bangunan atau
lahan,

Bupati berwenang untuk menetapkan ketentuan pengawasan bangunan pada lungkungan khusus

atau lingkungan yang dikecualikan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah

ini dengan mempertimbangkan keserasian lingkungan dan pendapat tim ahli bangunan.

Pasal 84

Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat izin
dari dinas. _

Selama-pekerjaan mendirkan bangunan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan agar menempatkan
salinan gambar IMB beseria lampirannya dilokasi piekerjaan tntuk kepentingan pemeriksaan olefi
petugas.

Petugas dinas berwenang untuk :

a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat;

b. Memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan persyaratan urnum bahan
bangunan (PUBB) dahi RKS;

Memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang fidak memenuhi syarat, demikian pula
alat-alat yang dianggap berbahaya serta merukikan keselamatan/kesehatan umum,

. Memerintahkan. membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirkan banguran,
sebagian atau selumhnya untuk sementara waktu apabila :

1) Pelaksanaan mendifikan bangunan menyimpang dafi izin yang telah diberikan atau syarat-
syarat yang telah ditetapkan;

2) Peringatan tertulis dari dinas tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang tefah ditetapkan.
Bagian ketiga
Tim Ahli Bafigufin Gediing
Pasal 85

Tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, pasal 83, pasal 95, pasal 102,
pasal 109, dan pasal 179, ditetapkan cleh Bupati.

Masa kerja tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 1 (satu)
tahun, kecuali masa ketja tim ahli bangunan gedung fungsi khusus diatur lebih ianjut oleh mentei.
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Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagimana dimasud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat
ad hoc, independen, objektif; dan tidak mempunyai konflik kepentingan.

Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri
aitds Unisiir-unsir pergurdan tiriggl, asosiasi profes], masydrakat ahli, dan instansi pemerintah yang
berkompeten dalam memberikan pertimbangan teknis di bidang mbangunan gedung yang meliputi
bidang arsitekiur bangunan gedung dan perkotaan, strukiur dan konstruksi, mekanikal dan
elekirikal, permanan/lansekap, lingkungan, tata ruang daiam/interior serta keselamatan dan
kesshatan kerja serta keahlian lainnyayang dibutuhkan sesuai dengan fungsi bangunan
gedungnya.

Rekruitmen keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagalmana dimaksud pada ayat {3} dan
ayat (4) dilakukan secara terbukaltransparan, dengan menguiamakan tenaga ahli setempat.

s Pasal 86

Pertimbangan teknis fim abli bangunan gedung harus terfulis dan tidak menghambat proses
pelayanan perizinan. .

Pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung berupa hasil pengkajian objektif terhadap
pemenuhan perysaratan teknis yang memperhmbangkan unsur Kiarifikasi dari bangunan gedung
termasuk pertimbangan aspek ekonomi, sosial dan budaya,

Bagian keempat
Pemanfaatan

_Paragraf 1
Umum

Pasal 87

Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegaitan memanfaatkan bangunan gedung sesuai
dengan fungsi yang ditetapkan dalam B temlasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan
pemeriksaaan secara berkala.

Pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakujan oleh pemilik atau
pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung lersebut dinyatakan memenuhi
persyaratan iayak fungsi.

Pemanfaatan bargunan gedung wajib dilaksahakan oleh pemilik atau pengguna secara tertib
administratif dan teknis untuk menjarmn ke1ayakan fungsu bangunan gedung tanpa menimbutkan
dampak penting terhadap liengkungan.

Pemilk bangunan gedung uniuk kepentingan umum harus pengukuli program perianggungan
terhadap kemungkinan kegagalan bangunan gedung selama pemanfaatan bangunan gedung.
Pembangunan gedung dinyatakan memenuhl ﬁersyaratan layak fungsi apabila telah memenuhi
perysaratan {eknis, sebagaimana dxmaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11 peraturan daerah
ini.

Pemeliharaan, perawatan, dan pemeﬁksaan, secara berkala pada bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan layak fungsi

Ketentuan mengendi {atd cara pemelmaraah berawatan dan peribriksaah secara berkala
bangunan gedung mengikuti pedoman teknis dan standarisasi nasional yang berlaku.



Paragraf 2
SLF Bangunan Gedung

Pasal 88

(1) Dinas menerbitkan SUF tetvadap bangunen gedung yeng telah selesal dibangun dan telah

(2)
(3)

)

M
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imienuri persydratal kelayakan fungsl berdasdrkan ash pemieriksdan kelayakan furigst
bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasa\ 115 ayat {4) sebagai syarat untuk dapat
dimanfaatkan.

Pemberian SLF bangunan gedung dilakukan dengan meng'kuh prinsip-prinsip pelayanan prima
dan tanpa dipungut biaya.

SLF sebagaimana dintaksud pada ayat {1) bédaku sefarma 20 {dua puluh) tahun untuk rumah
tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, serta beﬂaku 5 (ﬁma) tahun untuk bangunan gedung
lainnya.

Prosedur dan lala cara penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Bupati.

S

Pasal 83

Pemilik bangunan sebelym memanfaatkan bangunan, wajib mengajukan permchonan SLF.
Persyaratan Permohonan SLF sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Berita acara pameriksaan dari dinas,

b. Gambat yaiig Sesual derigah pelaksands (a5 built drawirig); dan
¢c. Fotokopi IMB.

Apabila berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah sesuai denganiMB
dinas menerbitkan SLF.

Apabila berdasarkan besita acara sebagaima dimaksud pada ayat (2), ditemukan perubahan
btttk bangunait datifatts perivaniaatarn Bangtitsn sebayainisna yang telah ditetapkan dafam IMB
maka pemilik diwajibkan segera mengajukan permohonan IMB yang baru kepada Bupati,

Pasal 90

Untuk bangunan yang telah ada, khususnya hangunan umum wajih dilakukan pemeriksaan secara
berkala terhadap kelayakan fungsinya.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh dinas dengan ketentuan
Untuk bangunan gedung setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
Untuk bangun-bangunan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Atas hasll pamenk.\aan berkala sebagalmana dimaksud pada ayat (2), dines mengadakan
penelitian mengenai syarat-syarat admlmstrasi maupun teknis.

Dinas memberikan SLF .apabila bangunan yang diperiksa telah memenuhi persyaratan teknis dan
administratif.

Pasal 91

Perpanjangan SLF bangunan gedung pada masa pemanfaatan diterbitian oleh pemerintah daerah
dalam jangka wakiu 20 (dua puluh) tahun untuk rumah finggal tunggal dan rumah tinggal deret,
dan dalam jangkawatku 5 {lima)tahun uniuk bangunan gedung lainnya, berdasarkan hasil
pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung terhadap pemenuban perysaratan teknis dan
fiarigsl bangunari gedirig sestsrderigan IMB gedurty.
Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib mengajukan permchonan perpanjangan SLF

kepada pemerintah daerah paling lambat 50 {enam puluh) hari kalender sebelum masa berfaku
SLF berakhir; '




SLF bangunan gedung diberikan atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian
bangunan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung.
Pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan -gédung, keguall untuk rumah tinggal tunggal dan
rumah tinggal deret oleh pemerintah daergh. .

Pasal 92

Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas dinas dapat meminta kepada pemilik
bangunan untuk memperihatken SLF beserta lampirannya.

Dinas dapat menghentikan penggunaan bangunan apabila pemilik bangunan tidak memiliki SLF
dan/atau bangunan penggunaannya tidak sesuai dengan SLF.

Penghentian, Penggunan 'bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dilakukan dengan
teriebih dahulu memberikan surat peringatan tertufls.

Apabila pemilik bangunan tidak mengindahkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) dinas dapat mencabut SLF.

Tata cara pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan bupati.

_ Paragraf 3
Pemeliharaan bangunan gedung

Pasal 63

Pemeltharaan béngunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 harus dilakukan oleh
pemiik danfatau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa
pemeliharaan bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. '

Kegiatan pemeliharaan bangunan gedung meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan,
pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlenrgkapan bangunan gedung, dan
kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunaan
gedung. . |
Hasil kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditvangkan dalam faporan
pemeliharaan yang digunakan untuk pertimbangkan penefapan perpanjangan SLF yang ditetapkan
oleh Bupati.

Dalam hal:pemeliharaan-menggunakan penyedia jasa pemeliharaan sebagimana dimaksud pada
ayat (1), maka pengadaan jasa pemeliharaan bangunan gedung dilakukan melalui pelelangan,
pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.

Hubungan kerja antara penyedia jasa pemeliharaan bangunan gedung dan pemili atau pengguna
bangunan gedung harus dilaksaﬁ_akan ber&"égsarkan- ikatan kerja yang dituangkan daiam perjanjian
tertulis sesuai‘dengan peraturan perundang-indangan..

Kefentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemsliharaan bangunan gedung diatur dengan
peraturan bupatt.

\.

Pasal 94

Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (2)
harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).



(1)

2

Paragraf 4
Perawatan Bangunan Gedung

Pasal 95

Perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 dilakukan oleh pemilik
danfatau pengguna -bé_lf!_gl_lﬂéﬂ gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa perawatan
bangunan gedung yang memiliki sertifiat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hubungan kerja antara penyetfia jasa perawatan bangunan gedung dan pemifik atau pengguna
bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan fkatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian
tertulis sesual dengan peramran pemndangfmdéngan

Keglatan. perawatar bangunan gedung sébégamaha difiakstid pada ayat (1) meliputi perbaikan
dan/ataw penggantian. bagxan bangunan, kompoﬂen bahan 'bangunan, danfatau prasarana dan
sarana berdasarkan dokumen rencana teknis pemwatan bangunan gedung.

Rencana teknis. perawatan _b.apg_unan ggqung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh
penyedia jasa peawatan bangunan gedung dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan
konstruksi dan tirgkat kerusakat banguna gedting.

Perbaikan dan/atau penggantian galam kegaitan perawalan bangunan gedung dengan tingkat
kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan bangunan
gedung disetujui oleh Bupafi.

Persetujoan rencana teknis perawatan bangunan gedung tertenty dan yang memiliki kompleksitas
teknis tinggi ditakitkan sételah mehdapat ﬁerh?nbéhgan it ahili banguhan gedung.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perawatan bangunan gedung diatur dengan peraturan
Bupati.

Pasal 88

Kegiatan pelaksanaan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat {1)
harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

(1)
(2)

Pasal 87

Pelaksanaan konstruksi pada kegaitan perawatan mengikuti ketentuan dalam pasal 69 sampai
degnan pasal 81.

Hasil kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) dalam laporan

perawatan yang digunakan untuk pertimbangan penetapan perpanjangan SLF yang ditetapkan

oleh Bupati.

Paragraf 5
Pemeriksaan Secara Berkala
Bangunan gedung

B

Pasal 98

Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasai 87 ayat (7)
dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia
jasa pengkajian teknis bangunan gedung yang memilld sertifikat sesuai degnan peraturan
perunddng-utidatigan.

Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dilakukan untuk seluruh atau sebagfan bangunan
gedung, komponen bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana dalam rangka pemeliharaan
dan perawatan bangunan gedung, guna memperoleh parpanjangan sertifikat layak fungsi.



)
@)

Q)

(2)

Kegiatan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
harus dicatat dalam bentuk laporan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Bupati.
Pasal 99

Dalam hal pemeriksaan secara berkala menggunakan tenaga penyedia jasa pengkajian teknis

“bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam pasa 98 ayat (1) maka fingkup pelayanan jasa

pengkajian teknis bangunan gedung harus meliputi :

a. Pemeriksaan dokumen adminisiratif, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan
gedung,

b. Kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung tethadap pemenuhan persyaratan teknis
tefmasuk penguijian keandalan bangunian yedung;

¢. Kegiatar, analisis dan evaluasi; dan kegiatan penyusunan laporan.

Hubungan kerja antara penyedia jasa pengkajien teknis bangunan gedung dan pemilik atau

pengguna bangunan gedung harus dilaksanakan berdasrkan ikatan kerja yang dituangkan dalam

perjanjian tertulis sesual dengari peraturan perundang-undangan.

Pengkajian teknis bangunan-gedung dilaknkan Berdasarkan kerangka acuan kerja dn dokumen
ikatan kerja.

.

Paragraf 6
Pengawasan-Pemanfaatan
Bangunan Gedung

Pasal 100

Pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung dilakukan pada saat pengajuan
perpanjangna SLF dan/atau adanya laparan.dan masyarakat.

Dinas melakukan pengawasan {erhadap bangunan gedung yang metniliki indikasi perubahan
fangsi dan/atau bangunan Gedung yang mismbiatiayakan ingkungan.

Bagian kelima
Pelestarian

Paragraf 1
Umum

Pasal 101

Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesual dengan
peraturan perundang-undangan harus dilindingi dan dilestarikar.

Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan' oleh pemerintah daerah dan atau pemerintah dengan
memperhatikan kelentuan perundang-undangan. '
Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perindungan, serta pemeliharaan atas bangunan gedung
dan fingkungannya sebagaimana dimakstd pada ayat ( 1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak
mengubah nilai dan atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.

Perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang

dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.



(5)

{1

{2)

(5)
)
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(6)

U]

Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) serta teknis pelaksanaan perbalkan, pemugaran dan pemanfaatan mengikuti ketentuan
pedoman teknis dan standarisasi nasional yagn berlaku.

Paragraf 2
Penetapan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan

Pasal 102

Bangunan gedung dan' lingkungannya sebagai benda cagar budaya yang dilindungi dan
dilestarikan merupakan bangunan gedung berumur paling sedikit 50 {ima puluh) tahun, atau
mewakili masa jaya sekurang-kurangnya 50 (ima puluh) tahun, seria dianggap mempunyai nitai
penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya.
Pemilik masyarakat, pemerintah daerah dan alau pemerintah dapat mengusutkan bangunan
gedung dan Iingkungannya yang memenubi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
dilingungi dan dilestarikan. |

Bangunan gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagal bangunan gedung yang dilindungi dan
dilestarikan. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam skala lokal atau setempat ditetapkan
dengan keputusan bupati setelah mendapat pertimbangan dari tim ahii bangunan gedung.
Bangunan gedung dan lingkangannya yang akan ditetapkan untuk diindungi dan dilestarikan atas
usulan pemerintah, petrietintahi daerah, dan atdu masyarakat harus deghan sepengatahuan dari
pemilik.

Keputusan penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada pemilik.

Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau secara berkala sefiap 5 (lima)
tahun sekali.

Pasal 103

Penetapan bangunan gedung dan fingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 101
berdasarkan kasifikasi tingkat _perlindungan dan pelestarian bangunan pengetahuan, dan
kebudayaan termasuk nilai arsitektru dan teknologi.

Klasifikasi bangunan gedung dan fingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
klasifikasi utama, madya dan pratama.

Klasifikasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat {2} diperuntukkan bagi bangunan gedung dan
lingkungannya yang secara fisik bentuk aslinya sama sekali tidak boleh diubah.

Klasifikasi madva sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi bangunan gedung dan
lingkungannya yang secara fisik bentuk asli eksteriornya sama sekali tidak boleh diubah, namun
tata ruang dalamnya dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan
pelestariannya. -

Klasifikasi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipetuntukkan bagi bangunan dan
lingkungannnya yang secara fisik bentuk aslinya dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi
nilai-nilai perindungan dan pelestariannya serta dengan tidak menghilangkan bagian utama
bangunan gedung térsebut.

Penetapan kasifikasi dilakukan oleh bupali sesual dengan kriferia berdasarkan peraturan
peruridang-uridangan.

Pasal 104

Pemerintah dan atau pemerintah daerah melakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap

Jbangunan gedung dari Ilqukungannya yang memenuhl syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal

102 dan pasal 103;



(2
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)
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-

Identifikasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mefiputi :

a. ldentifikasi umur bangunan gedung, sejarah kepermilikan, sejarah penggunaan, nilai arsitekiur,
ilmu pengetahuan dan teknologinya, seria nilai arkeologisnya;

b. Dokumentasi gambar teknis dan foto bangtinan gedung serta fingkungannya.

Paragraf 3
Pemanfaatan bangunan gedung Yang dllindungl dan dilestarikan

Pasal 105

Pemantaatan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 101 ayat (2) - dilakukan oleh pemilik dan atau pengguna sesuai dengan kaidah pelestarian
dan kiasifikasi bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan serta sesuai dengan peraturan
perundang-undangan

Dalam hal bangunan gedung dan atau | lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya
akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidiken, fimu pengetahuan
dan kebtidayaan, riaka pemanfaatannya Hdiis sesuai derigan ketentian dalam Klasifikasi tingkat
periindungan dan pelestarian banguran gedung dan lingkungannya.

Dalam hal bangunan gedung dan atau lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya
akan dialihkan haknya kepada pihak lain, pengalihan haknya harus dilaksanakan sesuai dengan
perturan perundang-undangan.

Dalan tiail bangiinar gedung daii atau Im@kﬁﬁgahnya yaiig telah ditetapkan fenjadi cagar budaya
akan dialinkan fungsinya, maka fungsi yang baru harus memperhatikan kesesuaian bangunannya
dengan klasifikasinya.

Setiap pemiiik dan atau pengguna bangunan gedung dan atau fingkungannya yang dilestarkan
wajib melindungi bangunan gedung dan atau lingkungannya sesual dengan klasifikasinya.

Pase_:l 106

Bupall dapat menetapkan atau memberikan insentif kepada pemilik dan atau pengguna bangunan
gedung yang dilindungi dan atau dilestarikan.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk -

a. Keringanan dan atal pembebasan pajak dart atau retribust;

b. Bantuan dana untuk pemeliharaan, perawatan dan atau perbaikan; atau

¢. Bentuk insentif lainyang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kiasifikasi bangunan
dan kemampuan pamerintah daerah.

Pasal 107

Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, pemerksaan, secara berkala bangunan gedung dan
lingkungannya yang dilindongi dan atau: dilestarikan dilakukan oleh pemilik atau pengguna
‘bangunan gedung atau pihak tain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang bertaku.

Khusus untuk pelaksanaan perawatart sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat rencana
teknis pelestarian bangunan gedung yang disusun dengan memperfimbangkan prinsip
perindungan dan pelestarian yang mencakup-keastian pmssp perindungan dan pelestarian yang
fiencakup keaslian bentik, tata latak, system stiuktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai-

nilai yang dikandungnya sesual dengan tingkat kerusakan bangunan gedung dang ketentuan
Klasifikasinya,



Pasal 108

(1) Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan merupakan kegiatan memperbaiki
dan mesmulihkan kembali bangunan gedurgkebentuk asfinya,

{2) Pelaksanaan pemugaran bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan atau

dilestarikan dilakukan sesual dengan ketentuan dalam pasal 89 dan pasat 81.

Pelaksanaan pemugaran harus memperhatikan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3),

periindungan dan pelestarian yang menckup keaslian bentuk, tata letak dan metode pelaksanaan,

sistém struktir, penggiinaan - biahan banglian, dan nilei sejarah, imu pengetahuan, dan

kebudayaan termasuk nilai arsitektru dan teknologi.

Penambahan bangunan. bars pada bangunan cagar budaya klasifikasi madya dan pratma

sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 ayat (2), harus meperhatikan ketentuan yang beriaku.

(3)

- Pasal 109

Dalam hal pemantaatan teshadap bangunan.gedung yang dilindungi dan dilestarikan tidak dilaksanakan

sesual ketantuan dalam pasal 64, pasal 65, pasal 66, pasal 67 dan pasal 68, maka bupati berwenang
untuk :

a. Menghentikan pemanfaatan dan atau kegaitan pemeliharaan perawatan, dan pemugaran terhadap

bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, unuk selanjutnya dilakukan pengkahjian
terhadap rencana pemanfaatan, pemeltharaan perawatan, dan pemugaran oleh tim ahli bangunan
gedurig dengan bafpedoman pada peratiirah perindang-undabigan yang beriaku.

Memberikan sankst adminstratif dan atau sanksi pidana kepada pemilik adan atau pengguna sesuai
peraturan perundang-undangan yang beriaku.

Bagian keenam
Pembongkaran

Paragraf 1
Uk

Pagal 110

{1) Bangunan gedung dapat dibongkar apabila :
a. Tidak layak furigsi dan tidak dapat diperbaiki,
b. Dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung dan atau linngkungannya.
¢. Tidak memiliki izin mendirian bangunan.

(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b
ditetapkan oleh pemeriniah daerah berdasarkan hasil pengkajian teknis. Pengkajian teknis
bangiinan, gedung sebagaimana dimaksud ayat {2), kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan cleh
pengkaji pemilik bangunan gedung.

(3) Pemboqgkara__n.ba_nguria;;?gedung yang mermpunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan
lingkungan harus dilaksanakan berdasrkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh
bupati atau pejabat.yang ditunjuknya. Kefentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan
gedurig mengjkuti petiormian teknis dan standanisasi nasional yang berlaku.

Paragaraf 2
Penetapan Pembongkaran

Pasal 111

(1) Dinas mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdarkan hasil
pemeriksaan dari atau laporan dari masyarakat.



(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Tidak layak fungsi dan tidak dapat diperbaiki;

b. Dapat merimbulkan bahaya dalam pemnafaatan ruang gedung dan atau lingkungannya; dan
¢. Tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
(3) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil pengkajian teknis dani dinas dalam bentuk rekomendast.
(4) Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali untuk rumah
tinggal tunggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik
bangunan gedung.

(b) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan

lingkungan harus dilaksanakan berdasrkan rencana teknis pembongkaran yang ditetapkan oleh
bupall.

(6) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung mengikuti ketentuan pedoman
teknis berdasrkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beriaku.

. Paragraf 3
Pelaksanaan pembongkaran

Pasal 112

(1) Pemilik bangunan dapat mengajukan permohanan untuk merobohkan bangunannya; '

(2) Permohonan merobohkan bangunan seb'a‘g‘aimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi
penjelasan tertulis :

a. Tujuan atau alasan merobohkan bangunan
b. Cara merobohkan bangunan; dan

¢. Halhallain yang secara teknis dianggap perus.
(3) Permohonar mierobotikan banguian sebsgaiiiana dimakstid pada ayat (1) harus diajukan secara
tertulis kepada bupati oleh perorangan atau badanflembaga.

(4} Permohonan merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi
dengan dokumen perencanaan perobohan bangunan.

-

Pasal 113

{1) Perencanaan merobohkan bangunan yang menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum
dan linigkungan Harus dibiat oleh pényedia jsa perericanaan teknis.

{2) Perencanaan merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) meliputi ;
a. Mekanisme perobohan bangunan; dan

b. Pengawasan pelaksanaan perobohan bangunan.
Pasal 114

(1) Oinas mengadakan peneliian tas perencanaan merobohkan bangunan yang disjukan mengenal

Syarat-syarat adiinistrasi, teknik dan hngkungan et peraliirafi yang berlaku pada saat
diajukkannya perencanaan merobohkan bangunan.

{2) Dinas memberikan rekomendasi aman atas rencana merobohkan bangunan apabila perencanaan

merobohkan bangunan yang diajukan tslah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan
keselamatan lingkungan.

Pasal 115

(1) Pekerjaan merobohkan bangunan dimulai paling fama 5 (lima) hari kerja setelah surat ketetapan
pembongkaran diterim‘a.



{2) Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan perobohan
bangunan yang disahkan dalam rekomendasi dari dinas.

Pasal 116

{1) Selama pekerjaan merobahkan bangunan dilaksanakan, pemilik hars menepatkan surat ketetapan
pembongkaran barigunian baserta |amp1ranh?a difokasi pekeqaan unititk kepentingan pengawasan.
(2) Dinas dalam rangka pengawasan sebagalmana dunaksud  pada ayat (1) berwenang
a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekeriaanpembongkaran bangunan;
b. Memerksa pedengkapan dan peralatan yang dlgunakan untuk merobohkan bangunan atau
baigan-bagian bangunan yang dmrobohkan sesual dengan persyaratan yang difuangkan dalam
rekomeridasi dirias; daf

Melarang perlengkapan, peralatan, dan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan
yang berbahaya bagi pekera, masyarakat sekitar dan lingkungan, serta memerintahkan
mentaati cara-cara yang telah dituangkan dalam rekomendasi dinas.

" pasal 117

(1) Apabila dalam pelaksanaén pembongkaran temyata menimbulkan dampak, maka kegiatan

pembongkaran harus difierifikan “sementara déan dilakukan pengkajian ulang oleh dinas untuk
mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.

(2) Segala akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembongkaran menjadi tanggung jawab pemitik
dan atau pelaksana.

BAB VIl
PERIZINAN BANGUNAN

Paragraf 1
Umum

Pasal 118

(1) Sefiap orang atau badan sebelum membangun bangunan harus terebih dahulu memiliki izin
mendirikan bangunan {IMB) dari bupati.

(2) Sefiap orang atau badan yang akan mengajukan permohonan IMB dapat minta petunjuk tentan
rencana membangun bangunan kepada instansi teknis atau instansi terkait

Pasal 119

Mendirikan, mengubah, memperbaiki atau membongkar bangunan tertentu harus
a. Direncanakan oleh perencana bangunan.

b. Dilaksanakan oleh pelaksana bangunan,
¢. Diawasi oleh pengawas bangunan.

~ Pasal 120

{1) IMB hanya berlaku bagi orang atau badan yang namanya ercantum dalam MB.
{2) Bila karena sesuatu hal, orang atau badan pemilik IMB tidak lagi menjadi pihak yang memilii
bangunan dalam IMB tersebut, maka (MB tersebut dimahonkan balik nama kepada Bupafi.



Pasal 121

-

IMB bagi bangunan sementara dapat d|benkan dengan mencantumkan syarat dalam IMB tersebut

bahwa bangunan yang bersangkutan akan di bongkar setelah lewat masa wakiu yang ditetapkan dalam
IMB.

Bagian Pertama
izin Mendirikan/Mengubah Bangunan (IMB)

Paragraf 1
Arahan _Perencanaan

Pasal 122

(1) Sebelum mengajukan permohonan izin mendirkan bangunan (PIMB), pemohon harus minta
keterangan tentang arshan perencanaan, secara CumaCuma kepada dinasfinstansi yang

menangani perizinanftata kota ftata bangunan, tentang rencana-rencana mendirikan/mengubah
bangunan meliputi :

. Jenis/peruntukaan bangunan.
. Luas lantai bangunan yang diizinkan .

a
b
¢. Jiinlah lantd llapls banguian di ataskdibawah pertiukaan tanah yang di izinkan, -
d. Garis sempadan yang, beriaku.

e. Koefisien lantai bangunan (KLB) yang di mnkan

f. Koefisien lanta: bangunan (KLB).

g. Koefisian daerah hijau (KDB).

H. Petsyaratan-persyaratan barguran.

i. Persyaratan peréﬁgaqaan, pelaksanaan, dan pengawasan bangunan.

j. Hakhal lain yang dipandang periu.

Pasal 123

{1} Pekerjaan mendirikan bangunan dalam IMB baru dapat dimulal setelah instansi teknis atau instansi
terkait -menetdpkan. garis sempadan serts Retitiggiah permukaan tanah pada persil tempat
bangunan bersangkutan didirikan. R

{2) Instansi teknis atau instansi terkait dengan disaksikan oleh pemilik IMB wajib menetapkan garis
sempadan dan ketinggian permukaan. tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-
lambatnya 14 hari setelah XMB diserahkan kepada pemahan.

(3) Pekeijadn mendirkdn bangunan Harug dllaksanakah sesual dengan rencana yang ditetapkan dalam
IMB.

Pasal 124

{1) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilaksanakan, pemiliik IMB wajib memagar keliling tanah
tempat mendirikan bangurian, kecuali bangnarn ruraki tempat tinggal.

(2) Sefiap pemegang IMB wajib memasang papan pelunjuk yang sekurang-kurangnya membuat
keterangan tentang : -
a. Nomor dan tanggal IMB.
b. Nama Pemilik IMB. )

(3) Pelaksanaan pemiridahian/pengamarnidn bahgunan sarana kota yang terkena rencana
pembangunan harus dikerjakan oleh pihak yang berwenang dan atas biaya badan pemilik sarana
kota dimaksud.

{4) Pelaksana bangunan yang melaksanakan perintah pelaksanaan pekerjaan, bertanggung Jawab
kepada perencana bangunan dan pemiiik IMB.

* /(5): Patencana banauinan Vot MalkeHEnsls REHRH mabasine sme i
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(1) Petugas instansi teknis atau instansi terkait dapat :

a. Memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan sewaktu-waktu
b. Memeriksa bahan bangunan yang digunékan, apakah sesuai dengan rencana kerja dan syarat-
syarat yang ditetapkan dalam IMB.
Memerintahkan untuk menyingkirkan bzhan-bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat teknik
dan alat-alat yang dianggap berbahaya serta mengganggu kesehatan/keselamatan dan
kepentingan urmur, -
d. Melarang menggunakan pekerja yang dianggap tidak ahli untuk bidang tertentu.

(2) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan mendirkan bangunan dilaksanakan berdasarkan rencana
yang diletapkan dalam IMB.

Pasal 125

Pasal 126

Camat, kepala desallurah Wéiib memonifor, mengawasi, menegus dan menghentikan setiap pekerjaan
meniditkan barigunian yang melanggar aturan tata bah‘gunan.

Paragraf 2
Tata cara mengajukan permohonan izin mendirikan mengubah bangunan (PIMB)

Pasal 127

Permohonan IMB diajukan secara tertulis kepada bupati-oleh orang atau badan dengan mengisi lembar
isianfformulir yang telah disediakan oleh perierintal dasrah atau instansi terkait.

Pasal 128

{1) Herfnohonan untuk memperoieh izin éebagai mana dimaksud pada pasal 127 Peraturan Daerah ini

ditujukan kepada Bupati Melalui Instansi penyelenggara lzin dengan melengkapi Persyaratan :
a. Persyaratan Administrasi

b. Persyaratan/Rekomendasi Teknis.

Persyaratan Administrasi sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf 2 Peraturan Daerah ini
terdini atas

a. Formulir Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (PIMB).

b.  Foto Copy atau kartu tanda penduduk atau bukli diri lainnya dari pemohon;

¢. Folo copy sertifikat hak atas tanah atau surat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang — undangan yang berlaky;

d. Surat Keterangan Kepemilikan/Daftar Bangunan darsi Kepala DesalLurah.

e. Surat Pemyataan yang diperlukan dan dibuat bermaterai.

f. '

Bagi Pemohon yang berupa Badan Usaha melampirkan Foto copy Akta pendirian perusahaan
atau badan,

g. Permchonan {zin untuk lndustri, Real Estate mall dan sejenisnya melampirkan -
a. SITU dan Izin Gangguan (HO )

b. Dokumen Amdal/ UKL / UPL dan

c. Perizinan Teknis lain yang sesuai Peraturan Perundangan berlaku

{(3) Persyaraten/Rekorendasl Teknis sebagal mdna dimaksud pada Ayat (1.b) Peraturan Daerah ini
Terdir atas :

a.

2

Data Umum Bangunan gedung memuat Informasi dan wajib disiapkan oleh Dinas Pek. Umum
dan Tata Ruang meliputi :

Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung

Luas Lantai dasar bangunan gedung.

Total luas lantai bangunan gedung.

Ketinggianfjumiah lantai bangunan gedung.

Data Sempadan yang diizinkan/direkomendasikan pada Lokasi dimaksud.

Data Administrasi Teknis Lokasi Bangunan, untuk Pemetaan berupa : Gambar Peta

lokasiflengkap dengan, Kontumya Batas - Batas tanah yang dikuasai, Luas dan Data
Bangunan eksisting (Kalau ada).
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b. Data Spesifik Teknis yang penyiapannya menjadi tanggung jawab Pemohon dengan peryén..,..
mendapat pengesahan Penelitian Dinas Pekerjaan umum dan Tata Ruang terdiri atas

1. Gambar Pra Rencana bangunan Gedung, terdii atas gambar siteplan/situasi, denah,
tampak dan gambar potongan.

2. Spesifikasi feknis bangunan gedung, dan

3. Rancangan Struktur secara sederhanal Prinsip bagi bangunan gedung sederhana bertantal
. sampai dengan 2 lantai:

4. Perhitungan Strukiur bagi bangunan Tidak Sederhana berlantai 2 (dua) atau lebih.

5. Gambar rancangan utilifas { mekanikal dan elekirikal } bagi bangunan Tidak Sederhana.

{4) Persyaratan tersebut sebagai mana dimaksud ayat (1) pasdl ini dalam permohonan harus dapat
memperiihatkan aslinya.

(5) Formulir Surat permohonan sebagaiman lampiran 1.A Peraturan Daerah ini.

. |
Paragraf 3 |
Pengecualiaan

Pasal 129

\zin mendirikan bangunan (IMB) tidak diperiukan untuk : -
1. Pemelihardan bangunan dengan idak menglibah denah konstruksi maupun arsitekiur bangunan.
2. Mendirikan bangunan tidak permanen untuk pemeliharaan binatang atau tanaman dengan syarat.
a. Bangunan tersebut ditempatkan di halaman belakang
b. Jumiah luas tidak melebihi 5 m2

¢. Membuat kolam luas, paung, taman dan fiang bendera sepanjang tidak bertentangan dengan
maksud dan tujuan peraturan daerahinl.

Paragraf 4
Pemberian IMB

.Pasal_ 130

(1). Instansi terkait memeriksa permohonan izin meadirikan bangunan yang diajukan cleh pemohon.

(2) Instarisi terkit memanggil secara tertulis pemstion IMB urituk menyempumakan permohonan IMB
--yang diajukan bila Perlu.

- Pasal 131

(13:Bupatl memutuskan permabonan MB selambat-lambatnya 14 harl kerja sejak diterimanya
~permohonan IMB secard lengkap dan berar dikahtor instansi terkait.

{2)-Penyerahan IMB dilakuakan apabila semua persyaratan permohonan IMB telah dipenuhi.

(3)- Permohanan IMB dapat dikabulan untuk seleluruh atau sebagian bangunan yang akan dibangunan
-yang secara struktrual merupakan bagian yang terpisah

(4) Setelah \MB diberikar\, pemegang MB wajb memasang Plat nomor IMB yang dikeluarkan oleh

~ Paragraf5
Penolakan permohonan IMB

Pasal 132

Pemohonan IMB yang ditolak oleh bupati apabila pekerjaan mendirikan bangunan yang direncanakan

datam permohonan IMB berteritangan dengan : |
1.-Kepentingan pmum. .
2 Ketertiban umum. ‘ 'H ‘
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4. Rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), rencana teknik ruang kota
(RTRK) dan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL).
5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

Paragraf 6
Pembatalan (MB

Pasal 133

{1) Permohionan B dinyatakan batal demi hukum bilamara -
a.|Pemotion metiinggal sebelum permohonantiiiyd diputuskars
b. 'Keterangan yang diajukan untuk permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada pasal 30 fidak

dilengkapi oleh pemohon setelah pemohon dipanggil tiga kali dalam jangka wakiu masing-masing
7 (tujuh) hari kerja untuk memberikan penjelasan fidak dnpenuhz oleh pemohon.

c. Temyata parsﬂ.yari.g dimohonkan IMB tersangikut suatu sengketa perdata ataupun pidana.
d. Keterdrigan yang diberikan oleh periohion tidak bienar.

(2) Permohonan IMB yang batal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diajukan kembati
oleh ahli waris yang sah dari pemohon.

(3)Permchonan IMB yang batal dapat diajukan kembali seteiah pemohon dapat memenuhi kewajiban
dan/atau menghilangkan hal-hal yang menjadi sehab batalnya permo’c_\qn_g;\ \MB yang diajukan.

Paragrat 7 _
Penundaan keputusan permohonan IMB

Pasal 134

(1) Kepussan permohonan IMB dapat ditunda apabila pemerintah daerha masih memerlukan wakfu

tambahan untuk menilai, khususnya persyaratan bahan serta, perhmbangan lingkungan yang
direncanakan.

(2} Penundaatan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sekali untuk
jangka waklu tidak lebik daii dua biilan.

(3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemchon IMB disertai
dengan elasan yang jelas.

Paragraf 8
Pencabutan IMB

Pasal 135

(1) Bupali berwenang mencabut IMB 5Lka

a. Pemegang IMB melanggar syarat-syarat Yang ditetapkan dalam IMB.

b. Dalam jangka waktu 6(enam) bulan sejak IMB dikeluarkan, pemegang IMB beium memutai
pekerjaan.

¢. Keterangan yang diberikan oleh pemohon temata tidak benar.
d. Bangunan yang ditaksanakan terrata tidak sama dengan gambar pada (MB.

(2) Keputusan pericabutaii IMB diberikan secara-tertulis kepada permegang IMB disertai dengan alasan
yang jelas setelah pemegang IMB dipungut dan didengar keterangannya

{3) IMB yang telah dicabut dapat dimohon kembali setelah pemegang IMB dapat memenuhi
persyaratan.



- Paragraf 9
Pelaksanaan pekerjaan mendirikan/mengubah bangunan

Pasal 138

-

Pemilik iMB wajib pemberitahuan secara lisan atau tertulis kepada instansi terkail saat dimulainya
pekerjaan mendirikan barglnan.

Pasal 137

(1) Pekerjaan mendirkan bangunan dapat dimulal sefelah petugas IMB memeriksa kebenaan
sempadan bangunan seitd ketinggian permiikaan tdnah persil tempat bangunan bersangkutan akan
dibangun sesuat dengan rencana yang telah ditetapkan dalam IMB.

(2) Ketetapan tentang sempadan bangunan dan kefinggian permukaan tanah disesuakan dengan
ingkunganserta kelentuan - ketentuan yarig térsurat pada IMB.

(3) Selambat-lambatnya dalam wakiu 2 x 24 jam satelah diterimanya pemberitabuan dari pemegang

IMB, petugas IMB nieivieriksa kefiyataat Bagldn peketjadrn yang dilaksanakan sesuai dengan
rencana dalam IMB,

Pasal 138

(1) Setelah petugas IMB mengadakan pemeriksaan setempat dan pelaksanaan bagian pekerjaan
dinyatakan sesuai dengait IMB, maka instansi terksitipetugas IMB mimiberikan persetujuan untuk
memutai dikerjakan bagian selanjuinya.

{2) Setelah petugas IMB mengadakan pemeriksaan selemapt dan pelaksaaan bagian pekerjaan

femyata tidak susuai dengan IMB, maka bupat dapat memerintahkan pembongkaran sebagian atau
seluruh pekerjaan tersebut kepada pemilik IMB.

Paragraf 10
Pengawasan pslaksanaan pekerjaan

Pasal 138

(1) Selama pekerjaan mendirkan bangunan dilaksanakan pemilik IMB, folo copy IMB beserta
fampirannya harus ada ditempat pekerjaan agar petugas IMB pada setiap kesempatan dapat
mengadakaan pemeriksaan/pengawasan terhadadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan IMB.

{2) Pengawasan pelaksanaan IMB dilekukan dibawah tanggung jawab kepala instansi teknis atau
instansi terkait

(3) Camat, kepala desa dan lurah wajib memonitor, mengawasi dan menegur setiap pekerjaan
mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan IMB.

"Pasal 140

Pemilik IMB wajib membantu petugas IMB dalam pemeriksaan pekerjaan mendirikan bangunan.

&

Pasal 141

Petugas IMB berwenang memasuki dan memenksa tempat pelaksanaan pekenaan mendirkan
bangunan setiap saat -



 Baglan kedua
Izin Mengubah dan Menambah Luas Bangunan

Pasal 142

{1) Sebelum mengajukan permotionan izin mengubah bangunan, pemohon wajb meminta petunjuk
terebii dahulu rierigerial rerican Mmisnigubah banunan kepadd Instansi teknis atau instansi terkait
yang meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 19.

(2) Mengubah bangunan dapat berupa :

a. Mengubah konstruksi.
b. Mengubah bentuk dan estetika.
c. Mengubah jaringan utilitas.

Pasal 143

(1) Uniuk kepeniingan I'thnengubah bangunan, perencanaznnya betlaku ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 20 dan pasal 21. ' '

(2) Rencana mengubah bangunan berlaku ketentuan pasal 22.
Pasal 144

Permohonan izin mengubah bangunan diajukan secara tertulis oleh orang atau badan kepada bupati
dengan mengisi lembar isian {formulir) yang disediakan oleh instansi terkait.

Pagal 145

(1) Lembar isian (formulir) sebagaimana dimaksud pada pasal 144 sekurang-kurangnya berisi
keterangan :
a. Nama pemohon.
b. Alamat pemchon.
¢. Perubahan Bangunan.
(2) Lembar isian permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 144 dilampiri dengan
a. Foto copy IMB. _
b. Surat pemyataan tidak keberatan dari penyanding.
¢. Surat-surat lain yang diperlukan.

Pasal 146

Bupali memutuskan permohohan izin mengubah bangunan selambat-lambatnya dalam wakiu 14 hari
sejak diterimnya permohonan mengubah bangunan.

Pasal 147

Permohonan izin mengubah bangunan ditolak apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud
padd pasal 132. )

Pasal 148

(1) Mengubah bangunan yang sudah diberkan izin dan temyata menyebabkan bangunan tersebut
bertentangan dengan rencana gambar yahy disafikan, maka izin mengubah bangunan dapat
dicabut. |

{2) Pemberian izin mengubah bangunan dapat dilakukan apabila semua persyaratan teknis maupun

persyaratan administrasi dipenuhi sesuai dengan yang dimaksud pada pasal 13, 20 dan pasal 21.




Pasal 149

(1) Menambah luas bangunan yang sudah diberikan izin dapat diajukan bila tidak bertentangan dengan
pasal 29 dan pasal 20.

{2) Tata cara mengajukan permohonan izin menambah luas bangunan sesuai dengan pasal 127 dan
pasal 128,

Bagian Kstiga
Sertifikat Layak Fungs!

Pasal 153

Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampalkan laporan secara tertulis dilengkapi
dengan :

a. Berita acara pethenksaan dari pengawas yang telah di akreditas { bagi bangunan yang telah
dipersyaratkan).

b. Gambar yany Sesust dengan pelaksaniasn (28 built drawig).

c. Foto copy tanda pembayaran retribusi.

Berdasarkan laporan dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala dinas
pekerjaan umum atas nama/bupali menerbitkan sertifikat layak fungsi (SLF).

Jangka wakiu penerbit SUF dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya 12 hari kerja
terhitung sejak diterima laporan dan ber tacard permeriksaati.

3)

Pasal 151

Apabila terjadi perubahan perggunaan bangunan sebagimana yang telah ditetapkan dalam IMB, pemilik
IMB diwajibkan mengajukan permohonan iMB yang baru kepada Bupati.

Pasal 152

(1) Untuk bangunan yang telah ada, khususaya bangunan uyroum wajib dilakukan pemerisaan secara
berkala terhadap kelayakan fuhgsinya.

(2) Pemeriksaan secara berkala oleh tenaga /konsultan ahli yang tetah diakreditasi setiap 5 (fima) tahun
sekali.

(3) Dina spekerjaan umum mengadakan penelifian atas hasil pemeriksaan berkala sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) mengenai syarat-syarat administrasi maupun teknis.

(4) Dinas pekerjaan drum dan rreiiberkan serifikat layak fiigsi apabita bangunan periksa tefah
memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 153

(1) Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas dinas pekerjaan umum dapat minta
kepada pemilik bangurian urituk mempeitiatikan sertifikat lain fungsi besera lampirannya.

(2) Kepala dinas pekerjaan umum dapat menghentikan penggunaan bangunan apabila penggunaannya
tidak seuai dengan SLF. .

(3) Dalam hal terjadi seperti pada ayat (2), maka sefelah diberikan peringatan tertulis serta apabila
dalarn waktu yang talah ditetapkan penghuni tetap tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan
dalam SLF, bupali akan mienicabiit IPB yang teldh diterbitkan.
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Bagian keempat
Permohonan Merobohkan Bangunan

Pasal 154
Petunjuk Merobohkan Bangunan

Merobohkan bangunan dilakukan berdasarkan :
a. Atas kemauan pemiliknya.

b. Perintah merobohkan bangunan.

Pasal 155

(1) Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berdaku dan setelah diberkan
pembinaan serta teguran secara berturut-tarut maka tim eksekusi instansi tekait atas persetujuan

bupati dapat, memerintahkan satuan polisi pamong praja merobohkan sebagian atau seluruh
Bangunah yang dittyatakai :

a. Rapuh {bouvaliing).
b. Tidak sesuai dengan rencana kola.
¢. Tidak layak digunakar/dihuni.
d. Mengganggu keindzhan kotalingkungan,
{2) Tim eksekusi instansi terkait diberituk derigan keputusar bupat,

*

Pasal 156

Merobohkan sebagian. atau seluruh bangunan atas kemauan pemiliknya sendiri harus berdasarkan
klasifikasi bangunannya,,

Pasal 157

(1) Pemilix bangunan yang diperintahkan untuk merobohkan bangunannya tidak dibebani retribusi
mierdbiohkan barigurian.

{2) Untuk merobohkan bangunan tidak kenakan biaya terhadap bangunan yang telah memiliki izin
mendirkan bangunan, yang dirobohkan untuk kepentingan pemerintah deeran, kepada pemilik
diberika ganti rugi dari pemerintah sesuai dengan harga taksir bangunan pada saat dibongkar.

BAB VIl
BIAYA DAN TATA CARA PENERBITAN {ZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Pertama
Biaya lzin Mendirikan Bangunan

Pasal 158 -

(1) Biaya IMB terdid dari
a. Biaya formulir pendaftaran. . *

b. Biaya pemeriksaan gambar/koreksi gambar yang meliputi arsitektur dan konstruksi.
¢. Biaya pengawasan

d. Biaya sempadan.

Besamya biaya-biaya tersebut sebagain{ana. dimaksud pada ayat {1) ditetapkan dalam retribusi
IMB seperti tercantum dalem Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi perizinan tertentu
dengan penyesuaian indeks terhadap penetapan Peraturan Daerah tentang bangunan gedqu ini.



Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan 1zin Mendirikan Bangunan

Pasal 159

{1} Untuk Proses Penerbitan izin mendirikan bangunan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut :

=3

Pengajuan Permohonan [in Mendirkan Bangunan yang ditujukan Kepada Bupati melalui
Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe dengan persyaratan
sebagaimana dimaksud Pasal 128 ‘huruf a Peraturan Daerah ini- dengan mengisi Surat
Pendaftaran Refribusi Daerah (SPTRD):

Uniuk pemenuhan syarat rekomendasi ieknis sebagaimana dimaksud Pasal 128 huruf b Kepala

Badan Perizingn atau; Pejabat yang diturtjuk memberikan surat pengantar kepada  pemohon

untuk melengkapi persyaratan teknis Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang paling
lambat 2 (dua) hari setelah pemohon ifin mendaftarkan permohonanannya.

Berdasarkan pengantar sebagaimana dimaksud huruf b diatas Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang melakukan peninjauan, Survey pengukuran/Pematokan, Pemetaan untuk
Penyiapan/ PenelmaniPengkajran Dokumen Rekomendasi Teknis;

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang atau oleh Pejabat yang ditunjuk menerbitkan
Rekomendasi-Penelitian-Dokumen Telais dan dokumen rencana teknis kainnya kepada Badan

Perizinan Dalam ;angka wak!u paling lambat 30 {tiga puluh) hari terhitung sejak menerima surat
pengantar dengan is! kesimpulan rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendast Pemenuhan Syarat Teknis dengan kelengkapan dokuren lamnya
2; Rekomendasi belum dapat diberlkan karena ketidak iengkapan persyaratan teknis
sebagaimana dimaksud Pasal 128 hiruf b Peraturan Daerah ini.
Rekomendasi Tidak dapat diberikan karena obyek bangunan/Prasarana Bangunar yang
dimohornkan ‘izin melanggar ketehtiidn peraturan teknis seperti Rencana Tata Ruang
Wilayah. (RTRW) Rencana Detail Tata Ruang Kota {RDRTK), Rencana Tata Bangunan

dan Lingkungan (RTBL), Garis Sempadan dan Ketentuan Teknis Lainnya yang menurut
Peraturan Perundangan berlaku tidak dapat diizinkan,

2
.

- Rekomendasi Teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d diatas, Badan Perizinan dan
Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe selanjutnya melakukan Proses Penelitian
Kelengkapan- Dokumen AdmmlstraSI sebagaimana dimaksud Pasal 128 huruf a Peraturan
Daerah ini.

Jika persyaratan Teknis dan Adminisirasi telah lengkap dan benar permohonan diterima dan
diberikan tanda bukti. penerimaan;

Dalam jangka waktu. paling lambat 2 (dua) hari setelah permohonan diterima kepala Badan
Perizinan menerbitkan Surat Ketetapan Reirbusi Daerah (SKRD) dan berdasar SKRD
tersebut memberikan Pengantar/Slip setoran Kepada Pemohon untuk melakukan Pembayaran
retribus izin mendirikan Bangurian pada rekening PAD Pemerintah Daerah Melalui Bank yang

ditunjuk, yang selanjutnya bukti penyetoran pembayaran tersebut disetorkan kembali
pemohon kepada Badan Petizinan dan dibuatkan surat tanda setoran (SSRD).

Dalam jangka waktu paling {ambat 2 {dua) hari setelah bukii setoran Retribusi {zin Mendirikan

diterima Badan Perizinan mengajukan Penandatanganan Surat Izin Mendirikan Bangunan
kepada Bupati dengan melampirkan :

1. Rekomendasi Penelitian Dokumen Teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

2. Rekomendasi Penelitian Dokumen Administrasi oleh-Badan Perizinan.
3. SSRD sebagal Bukti Pembayaran Refribusi 1zin Mendirikan Bangunan.

Format Rekomendasi penglitian maksud point h1 dan h.2 sebagaimana lampiran .
Dalam jangka waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) hafi setelah bukti setoran Retribusi

Izin Mendirikan diterima Badan Perizinan, Surat 1zin Mendirikan Bangunan dan kelengkapan
dokumennya sudah harus dapat diterima oleh pemohon izin.

Bupati dapat Mewenangkan Penandatanganan Surat Izin Mendirikan Bangunan kepada

Pejabat Eselon 1l atau Sederajat, yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Bupati dengan
ketentuan ditinjau setiap awal Tahun Anggaran berjalan.

- -



Dalam hal rekomendasi penelitian Dokumen Teknis dari Dinas Pekerjaan umum dan Tata
Ruang sebagaimana dimaksud huruf d angka 2 danfatau Peneliian Dokumen administrasi
belum memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud peraturan Daerah ini,
Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Konawe memberitahu pemohon
secara tertulis paling lanibat 2 (dua) hari setelah diterimanya rekomendasi feknis tersebut, dan
[ atau 2 {dua) hard sstelah penelitaian Dakumen dan fka hingga 28 (dua puluh delapan) hari
setelah pemberitahuan tersebut pemohon tidak melengkapinya; maka proses ditutup dan
permohonan uniuk obyek bangunan yang sama harus melalui pendaftaran kembali,

Dalam hal rekomendasi penelitian dokumen Teinis dari Dinas Pekerjaan umum dan Tata
ruang sebagaimand diiiaksud Point d.3, Badan Perizinan membafitahu pemohon Penolakan
Permohonan secara tertulis beserta alasan - alasannya paling lambat 2 (dua) hari setelah
diterimanya rekomendasi Yeknis tersebut, dan Surat Pemberitahuan tersebut ditembuskan

kepada Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Pekerjaan Umum untuk Pengawasan
Pelarangan Pembangunan obyek tersebut.

(2) Bentuk atau format pengisian permchonan 1zin Mendirikan Bangunan tertuang dalam lampiran |
Peraturan Daerah ini

Paragraf 1
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 160

(1) Tingkat Penggunaan Jasa diukur dengan tndeks Jasa Bangunan ( IJb ) diukur berdasarkan atas
Perkalian Fungsi Bangunan (Fb), Parameter Klasifikasi Bangunan (Kb) dan Waktu Pelayanan
Bangunan/izin (Wb) yang masing masing diberi bobot

Dengan Rumus {1Jb) -= Fb x Kb x Wb

FUNGS! BANGUNAN DAN BOBOT (Fb)

FUNGSI BANGUNAN BOBOT |
Fungsi Hunian 1,00
Fungsi Keagamaan 0,00
Fungsi Usaha | 200
Fungsi Sosial Budaya selain bangunan milik Negara 0,50 |
Fungsl Khusus 200 |
Fungsl Ganda / Campuran 2,25 |

WAKTU PENGGUNAAN BANGUNANI/IZIN (Wb)

WAKTU PENGGUNAAN BOBOT
Sementara Jangka Pendek maksimum 1 Tahun 0,40
Sementara Jangka menengah maksimum 3 {tiga) Tahun 070 |
Tetap dengan wakiu pemanfaatan lebih dasi 3 Tahun - 100

{2) Bobot Klasifikasi bangunan (Kb} adalah Total Bobot Parameter Letak Bangunan, Parameter Luas
Total Bangunan, Parameter Tingkat Lantal Bangunan, Parameter Permanensi Bangunan dan

Parameter Kepemilikan Bangunan. Yang mana bobot masing — masing Parameter diperoleh dari
perkalian Bobot Tetapan dengan Koefisien per uraian klasifikasi

(Kb) = {BLk x KLk} x (BLi x KLi) x {BLs x KLs) x {BPn x KPn) x (BKPm x KKPm)
Dimana :

Kb = Bobot Total Klasifikasi Bangunan

BLK = Bobot Tetapan Parameter Letak Bangunan
Kk = Koefisien Per Klasifikasi Letak Bangunan
Bl = Bobot Tetapan Parameter Lantai Bangunan
KLi = Knefisien Par Klacifizasi 1 antai Ranniinnrn



Bls Bobot Tetapan Parameter Luas Bangunan

KLs = Koefisien Per Klasifikasi Luas Bangunan
BPn = Bobot Tetapan Parameter Permanensi Bangunan
KPn = Koefisien Per Klasifikasi Permanensi Bangunan
BKPm = Bobot Tetapan Paramster Kepemilikan Bangunan
KKPm = Koefisien Per Klasifikasl Kepemilikan Bangunan
PARAMETER KLASIFIKAS! BANGUNAN (Kb)
KLASIFIKA |
S| DAN KOEFIS
‘BOBOT URAIAN KLASIFIKASI [EN
TETAPAN
Dipinggir Jalan Nasional 1,00
Langsung dibelakan bangunan di pinggir fatan Nasional 0,90
Lotak | DIBINGGK JAIAA ProvinsIKaWASER Parwissta 090 |
Bangunan | Langsung dibelakan bangunan di pinggir Jalan ProvinsifKawasan Pariwisata 085 |
1,00 Dipingair Jalan Kabupaten 085 |
Dipinggir Jalan Lingkungan Kota 080 |
Dipinggir Jalan Lingkungan Pedesaan/ di dalam kampong 10,75
Bangunan Lantai 1 ] 1,00
Lantai | Bangunan Lantai 2 | 105
Bangunan | Bangunan Lantai 3 110
0,20 Bangunan Lantai 4 1 120 |
Bangunan Lantai 5 keatas 1,35 |
|0 s/d 100 M2 1,00
Luas Total | 101 s/d 500 M2 0,80
Bangunan | 501 s/d 1500 M2 0,60
0,45 > 1500 M2 0,35
Permanensi | Permanen 1,00 |
Bangunan | Semi Permanen 0,70 |
0,40 Darurat 0,40 |
Kepemilikan | Negara, Daerah 0,00 |
Bangunan | Perorangan dan Yayasan Non Pemerintah. 0,70
0,05 Badan Usaha 1,00

{3) Nilai Indeks Jasa Bangunan {lJb) Dibatasi Hingga maksimal 0,05 (5 %)

{4) Penentuan Nilai Indeks Jasa Bangunan (1Jb) harus dilampirkan pada rekomendasi Teknis.

Paragraf 2
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur
Dan Besarmya Biaya Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 161

{1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya biaya izin mendirikan bangunan didasarkan pada
tujuan untuk menutup sebaglan atau seiuruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang

bersangkutan.

{2) Biaya Penyelenggaraan pembenan izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :
a. Biaya Jasa Teknis di peruntukan, meliputi <

1. Transportasi Pemnjauan ke Lokasi
2.

3.
penyiapaniya mefijadi tanggung jawab perichon.

~

Administrasi teknis Rekomendasi penelitian teknis.

5
. Biaya Jasa Adminisirasi Panerbitan IMB di peruntukan, meliputi :
1. Pennohonaanendaﬂaran (SPTRD)

D Deavhdbm~iToi. &1

Survey pengukuran/pematokan Garis Sempadan (GSJ dan/atau GSS)
Perivikasi/Penelitian/Pemeriksaan Rencana Teknis dan dokumen teknis

Pemetaan (elektronik) untuk pengembangan dasar system informasi bangunan

yang



3. Penata usahaan

4, Plat Nomor Bangunan/Papan IMB
5. Penerbitan Sertifikat IMB

c. Biaya Jasa Bangunan di Daerah dihitung berdasarkan fungsi , klasifikasi dan waktu pelayanan.

{3} Biaya Penyelenggaraan sebagaimana maksud ayat {2} huruf a dan huruf b, dianggap telah termuat
pada Tarif Retribusi 1zin Mendirkan Bangunan dan pelaksanaanya dilakukan melalyi mekanisme
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dianggarkan melalui Belanja Jasa, Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe.

{4) Untuk mempermudah pemohon IMB perorangan dengan Luasan obyek bangunan lebih kecil atau
sama dengan 75 M2 (tujuh puluh lima meter bujur sangkar) dan merupakan Bangunan Sederhana,
Dinas Pekerjaan Umum dan Tala Ruang dapat memberiken pembantuan penyiapan Dokumen
Teknis yang penyiapannya menjadi tanggulig jawab Periokion sebagaiman dimaksud ayat (2)
huruf a angka 3 bila data tersebut belum disiapkan oleh pemohon.

(5) Proses dan tata cara febih lanjut mengenal pembantuan teknis ini akan diatur lebih fanjut dalam
SOP Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe.

Pai'agraf 3
Struktur dan Besarnya Biaya lzin Mendirikan Bangunan
Pasal 162

(1) Besamya Tarif retribusi lzin (RIMB) dihitung atas penambahan Tarif Bangunaﬁ (TB), Tarif Jasa
Teknis (TJT) dan Tarif Jasa Administrasi (TJA) atau dengan rumus :.

RIMB=TB + TJT + TJA

{2) Tarif Bangunan {TB) dihitung berdasarkan perkalian antara Volume Bangunan {VB) dengan Indeks

Jasa bangunan-{ldb) sebagaimana dimaksud Pasal 162 ayat (1) dan Tari Dasar Pengenaan
Retribusi (TDP) Atau dengan Rurmils ;

TB = VBx IJbx TDP

Dimana :

TB = Tarf Bangunan.

VB = Volume Bangunan

Wb = Indeks Jasa Bangunan

TDP = Tarif Dasar Pengenaan Retribusi.
(3) Tarif Jasa Teknis (TJT) ditetapkan 0,3xTB
Transportasi Peninjauan ke Lokasi bobot 25 %

Survey pengukuranipematokan Garis Sempadan (GSJ dandatau GSS), babot 20 %
Perivikasi/Peneliian/Pemerksaan Rencana Teknis dan dokumen teknis yang penyiapannya
menjadi tanggung jawab pemohon. Bobot 40 %

Pemetaan (elektronikj untuk pengembangan dasar system informasi bangunan, bobot 10 %
Admiinistrasi feknis Rekomendasi penelitian feknis. Bobot 5 %

(4) Tarif Jasa Administrasi {TJA) ditetapkan sebesar 0,1 x TB
Permohonan/Pendaitaran (SPTRD), bobot 10 %.
Perivikasi Data Administrasi, bobot 25 %.
Penata usahaan, bobot 10 %.
Plat Nomor Bangunan/Papan IMB, bobot 40 %.
Penerbitan Sertifikat IMB , bobot 15 %.

(5) Retribusi zin Dikalikan dengan Persentase Pengenaan Jenis Izin .

JENIS IZIN DAN PERSENTASE PENGENAAN

PERSENTASE |
ﬂ JENIS ZIN (%)
I 1zin Mendirikan Gedung / Prasarana Bangunan 100
Izin Menambah/Merobah Gedung /Prasarana Bangunan ‘ 75 !
\Li_{ Izin Membangun Berjangka ] I



|zin Perpanjangan membangun berjangka 30 \
Penggantian lzin 10 J
1zin Bangunan Milik Pemen'ntah]Pemda j 00 \

]

(6) Formulir Perhitungan Tarif reftribusi menjadi bagian yang harus dicantumkan dalam rekomendasi
Teknis dan nilai Hasil akhir perhitungan tanif dibulatkan dalam ratusan rupiah
(7) Format formulir sebagaimana tertuang dalam lampiran || peraturan daerah ini.

-

Pasal 163

(1) Tarif dasar Pengenaan retribusi ditetapkan sebasar Rp. 750.000,- / M2
%) Tarif dasar Pengenaan retribusi dapat dilinjau paling lama 3 {tiga) Tahun sekali.
)

Tarit Retribusi Prasarana Bangunan ditetapkan sebesar 1,75% x Rencana Anggaran Biaya (RAB).

(4) Peninjauan T4rif dasar Pengenaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan nitai
maksimal 0,5 x Harga Satuan BangunanKabupaten {HSBK) gedung 1 (satu) lantai, saat peninjauan tarit
dilaksanakan.

(5) Peninjauan besamya tarif dasar pengenaan Retribusi Bangunan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

-BABIX
PERAN MASYARAKAT

Bagian pertama
Jenis peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung

Pzsal 164

(1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masayarakat dapat memantau dan menjaga ketertiban
daldi Seluruh proses pariyelengdaraan.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dilakukan secara obyekiif, dengan penuh

- tanggung jawab, dan dengan tidak menimbutkan gangguan dan atau kerugian bagi pemilik dan atau

pengguna bangunan gedung, masyarakat dan fingkungan.

(3} Menjaga ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencegah sefiap
etbudtan dir sendiii atay keloripok yarg dapat mengurangl tingkat keandalan bangunan gedung
dan atau mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.

Pasal 165

{1) Masyarakat dapat memberikan masukan terthadap penyusunan dan atau peayempurnaan peraturan
pedorman dan standar teknls dibidang bangunan gedung kepada pemerintah kabupaten.
(2) Masukan yang dimaksud pada ayat (1) melipui masukan teknis untuk peningkatan kinerja

bangunan gedung yang responsif terhadap kondist geograf, faktor-faktor alam,dan/atau lingkungan
kabupaten, termasuk kearifan lokal. '

~ Pasal 166

(1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap penyusunan rencana tata
bangunan dan fingkurigan rericana teknls bangunan gedung fertentu dan atau kegiatan
penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan diwilayah kabupaten.

(2) Pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan perindungan
kepada masyarakat untuk keselamatan terhdap bendana, terhdap keamanan, terhadap gangguan
rasa aman dalam melaksanakan, aktivitas, dan terhadap gangguan kesehatan dan endemik, dan
terhiadap mobilitas masyarakat dalam melaksanakar akrivitashya seerta pelestarian nilai-njlai sosial

. budaya daerah setempat termasuk banaunan aeduna dan sitis hersaiarah LR



Pasal 167

(1) Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan atas dampak yang mengganggu/merugikan
akibat keglatan penyelernggardan bangunan gedung.

{2) Dampdk yang mengganggu/merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
gangguan fisil lingkungan, ekonomi, sosial dan keamanan.

{3) Tata cara pengajuan gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua
Tata cara penyelenggaraan peran masyarakat

Pasal 167

(1) Masyarakat dapat merxb_aiqkan gugatan atas berbagai hal atau peristiwa yang menjadi objek
meliputi : .

a. Indikasi bangunan gedung yang tidak layak fungsi berdasarkan hasil pemantauan dan data yang
sesungguhnya/nyata (real) terjadi di lokasi tempat kejadian yang dapat dibuktikan;

b. Timbulhya atau adarya potersi dani dtdu bahaya bagi pengguna, masyarakaf, dan
lingkungannya akibat kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestaian, dan atau pembongkaran
bangunan gedung; dan ;

c. Adanya perbuatan perorangan_ atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat kelancaran
pembangunan, tingkat - keandalan, tingkat kinerja pemanfaatan bangunan gedung dan
lingkungannya sefta pemborigkaran bangunian gedung.

Masyarakal dapat mengajukan gugatan perwailan kelompok terhadap adanya kebijakan meliputi

poraturan, pedoman, dan standar teknis dibidang bangunan gedung yang tidak konsister dan atau

dapat menimbulkan kerugian masayrakat yang terkena dampak meliputi kerugian non fisik dan
kerugian fisik.

Masyarakat yang ddpat merigajukan gugatan sebagaimania dittiaksud pada ayat (1) meliputi -

a. Perorangan atau kelompok;,

b. Badan hukum atau usaha yang kegiatannya dibindang bangunan gedung;

¢. Lembaga atau organisasi yang kegiatannya dibidang bangunan gedung;

d. Masyarakat hukum adat yang betkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung; dan

. Masyarakat ahli yang berkepentingan derigan penyelenggaraan bangunan gedung;

{4) Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

m -

a. Perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakikli para pihak yang dirugikan
akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau
migtibahayakan kepentingan umumm; atad

b. Perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak
yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu,
merugikan atau membahayakan kepentingan umum.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara penyelenggaraan gugatan sebagaimana dimaksud pada
giyat [3) diatur dengan peraturah bupat.

{6) Ketentuan lebih, lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan gugatan perwakilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.,

Pasal 168

{1} Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan secara terti dengan bentuk -
4. Usan, jika tidak tukup waktu antara pengaiistan dan penyampaian laporan pengaduan atau
dalam waktu selambat-lambatnya 12 {dua belas) jam;
b. Tertulis, jika waktu antara pengamatan dan penyampaian laporan penaaduan lebih dari 12 (dua

3
|
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c. Melalui media massa, cetak dan atau media elekironik termasuk media on line (intemet), jika

materi yang disampaikan merupakan saran-saran perbaikan dan dapat dibuktikan
kebenarannya;

d. Melalui dialog; dan

e. Bentiuk pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢ harus menyertakan
identitas pembuat laporan pengaduan yang jelas meliputi nama perorangan atau kelompok serta
alamat pelapor yang jelas dan lengkap.

{2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan pengaduan sebagalmana yang dimaksud pada
ayat {1) diatur dengan peraturan bupat.

Pasal 169

(1} Masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan dengna menyatakan lokasi obyek yang jelas
migilput] ;

a. Alamat jalan,Nomor RT/RW, nama kelurahan nama kecamatan;
b. Nama atau sebutan pada bangunan gedung, kabling/persil atau kawasan; dan

c. Nama pemilik/pengguna bangunan geudng sebagai perorangan/kelompok atau badan.

(2) Obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat di identifikasfikan dengan menyertakan
sekurahg-kurangnya 1 (satu) lembar foto.

Bagian ketiga
Forum Dengan Pendapat Publik

Pasal 170

(1) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan forum dengan pendapat pubiik ditinkgat kabuapten
tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan

(2) Penyelenggaraan dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan
tata cara waktu :
a. Terjadwal setiap bulan (rutin) dengan urutan mingqu pertama dikantor kelurahan, minggu kedua
dikantor kecamatan dan minggu keempat dikantor pemerintah kabupaten; dan
b. Tidak terjadwal jika terdapat permasalahan yang mendesak.
(3) Penyelenggaran forum dengan pendapat ditingkat yang lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a diadakan jika dmngkat yang 1ebnh randah belum terdapat kesepakatan penyelesaian
antar pihak.

(4) Pemerintah kabupaten menugaskan Tim Abli Bangunan Gedung (TABG) unfuk menyusun
pertiribanyan tekiils,

Pasal 171

(1) Peserta forum dengar pendapat publik adalah masyarakat yang berkepentingan dengan
penyelenggaraan bangunan gedung dengdn pricritas utama pada yang masyarakat langsung
dampak ekgiatan dan lingkungan RT/RW.

(2) Masyarakat yang diprioritaskan perwakilan dari antara mereka sendiri yang dianggap cakap untuk
menyampaikan pendapat dan atau laporan.

Pasal 172

(1) Hasil dialog dalam denganr pendapat publik dituangkan secara tertulis sebagai dokumen hasil
dengar pendapat publik.

(&) Muatan dokumen hasil dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya meliputi :

a. Pokok-pokok masukan laporan masyarakat yang disampaikan dalam forum;
b. Penjelasan dari pihak ferkait;

€. -Pernijelasan dari pamisrintah kabupaten:



d. Pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung; dan
e. Pokok-pokok kesepakatan yang dicapai dalam bentuk berita acara.

{3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen hasil dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud
pdda ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan bupati.

Pasal 173

(1) Setiap bentuk peran masyarakal sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal diaas wajib ditindak
lanjuti oleh permerintah kablpaten dan atad instans] yarig berWenang lainnya meliputi :
a. Pemerintah kabupaten, untuk hal yang bersifat administratif dan teknis;
b. Kepolisian, untuk hal yang bersifat kriminal;
c. Pengadilan, untuk hal gugatan perwakilan;dan
d. Pemilikipengguna bangunan gedung yang menimbulkan gangguan/kerugian dan atau dampak
penting terhadap lingkunga yang diputuskan t dalam pengadilan.

(2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a, huruf b, dan huruf ¢, meliputi
a. Pemeriksaan lapangan;

b. Penelitian secara administratif dan teknis;

¢. Evaluasi hasil penelitian;

d. Melakikan findakan (eksekusl) sesudl dsngan peratiran peruridang-tndangan atau hasil
putusan peradilan; dan

Menyampaikan hasil penyelesaian kepada masyarakat dalam bentuk pengumuman dan atau
forum pertemuan.

Pasal 174

Masyarakat dapat menga;ukan gugatan perwakilan kepengad\lan sesuai dengan peraturan perudang-
uridangari.

Pagal 175

Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan adalah

1. Perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewekili para pihak yang dirugikan akibat
adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan
kepentingan umum ; atau

2. Perorangan atau kelompok orang yang dirugikan akbiat adanya penyelenggaraan bangunan gedung
yang mengganggu, merugikan, atau membayahakan kepentingan umum,

- Pasal 176

Pemerintah kabupaten dapat memberikan- penghgxrgaan kepada masyarakat perorangan atau kelompok
yang oleh karena kepeduliaannya memberi konstribusi pada :

1. Penyelematan hara benda atau nyawa manusia yang terhmdar dari bencana akibat kegagalan
bangunan gedung; dan

2. Penyelamatan bangunan dan lingkungan.

. BABX
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN BEANGUNAN GEDUNG

‘Pasal 177

(1) Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan melalui kegiatan pengaturan,
pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat oerlangsung tertib

dan tercapai keandalannya bangunan gedung yang. sesuai dengna fungsinya serta terwu;udnya
kepastian hukum.
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Pasal 178

(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 ayat (1) dilakukan dengan penyusunan dan
penyebariuasan peraturan dgerah, pedoman, pefunjuk dan standar teknis dibidang bangunan
gedung.

(2) Penyebariuasan peraturan daerah, pedoman, petunjuk dan standar teknis dibidang bangunan

gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masayraakat
yang terkait dengan bangunan gedung.

Pasal 179

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 177 ayat (1) kepada penyelenggaraan
bangunan gedung dapat berupa peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dafam
penyelenggraan bangunan gedung melalui pendataan sosialisasi, diseminasi dan pelatihan.

(2) Pengawasan sebagimana dimaksud daldmi pasal 177 ayat (1) dildkukan melalui pemantauan
terhadap pelaksanaan penerapan peraturan.perundang-undangan dibidang bangunan gedung dan
upaya penegakan hukum. -

Pasal 180

Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan
gedung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung melalui :
1. Pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap;

2. Pembeliam bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis; dan atau
3. Program penataan banguinan dan lingkunganiya yany aman sehiat dan serasi.

Pasal 181

(1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peratuan daerah
dibidang bangunan gedung telalui mekarisme perierbitan IMB gedung dan SLi bangunan gedung,
serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung.

{2) Pemerinah daerah dapat melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penerapan
peraturan perundang-undangan dibidang bangunan gedung.

BAB Xi
SISTEM INFORMASI DAN DATA

Pasal 182

Pemerintah daerah mengembangka sistem informast dan data penyelenggaraan bangunan gedung dan

Banglin bangunan dalam sudti sisten database dan sistem infornasi yang efektif, transparan, dan
akuntabel.

L

Pasal 183

(1) Pemerintah daerah mengelola data dan informasi mengenai penyelenggaraan bangunan gedung
dan bargunan Bargunan.

{2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara resmi,
sebagai dokumen publik.

(3) Pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data penyelenggaraan

bangunan gedung serla menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan,
penyaijian, dart penyebaran data mengenai.
a. Rencana tata ruang dan bangunan
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c. SLF
d. Penetapan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan.

{4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang
dan/atau masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan pemerintah daerah.

Pasal 184

(1) Pemerintah daerah membangun jaringan informasi periyelenggaraan bangunan gedung dan bangun
bangurian dapat bekerjasaina dergan pihak lair.

{2) Sistem informasi dan data penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat diakses dengan mudah
dan cepat oleh seluruh pengguna data.

(3) Sefiap orang atau badan yang memanfaatkan dan menyelenggarakan bangunan gedung
sebagaimana dimaksud pada ayat(2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada pemerintah
daerah selambat-laribattiya 60 hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan bangunan gedung.

} BAB XII
. PERMOHONAN BANDING KEPADA DPRD

Pasal 185

Permohonan banding kepada DPRD dikenakan terhadap -
1. Keputusan penoclakan atau pencabutan surat izif oleh Bupat.

2. Keputusan bupati mengenai penetapan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat lebih lanjut atau
penetapan larangan. .

. Pasal186

{1) Permohonan banding oleh orang yang berkepentingan ditakukan secara fertuli, dalam jangka waktu
satu bulan setelah dikiimkannya keptusan.

{2) Dalam keadaan luas biasa bupati dapat memperpanjang jangka waktu itu selama-lamanya satu
bulan. '

Pasal 187

Permohonan banding itu harus memuat

{1)Nama dan tempat dinggal yang berkepentingan atau kuasanya.

(2) Tanggal dan nomor keputusan yang dimohon banding.

(3) Alasan-dldsan yany mdnjad dasar periohonsi banding itu.

(4) Pertanyaan keputusan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Pasal188 -

{1} Bupali membentuk panitia untuk mempersiapkan penyelesaian permohonan banding itu.
(2) Jikd pericebutan suati izin Barguiat dﬁi'yétﬁka‘ﬁ tiddk beralasan oleh dah dengan stiatu keputusan
- DPRD, maka izin itu berlaku kembali,
BAB Xill
PENGAWASAN

Pasal 189

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini ditugaskan kepada
kepala dinas pekerjaan urrium atad kepada pitiak 12 yang ditunjuk oleh Bupati.



(1)

@

(2)

(3)

{1)

Pasal 140

Disamping pemerintah, pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam penyelenggaraan
bangunan gedung yang berupa;

a. Memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan.

b. Memberi masukan kepada pemerintah dan atau pemerintah daerah dalam penyempumaan
peraturan pedoman, dan standar teknis di dalam bangunan gedung.

Menyampaikan pendapat dan perimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap

penyustinan rericana tatd barigunan dan Tirigklrigan, secara teknis bangurian gedung tertenty,

dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan gedung yang mengganggu, merugikan,

dan atau membahayakan kepentingan umum.

Ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam menyelenggarakan bangunan gedung
migngikuti ketentudn dari peratiran yarig Seraku.

d.

BAB XIV
SANKSI PELANGGARAN

Pasal 191

Setiap bangunan yang didirikan dangan tidak berdasarkan IMB, tim eksekusi instansi terkait dapat
mermerntahikan parmiilk Utk membongkat.

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari sejak surat perintah pembongkaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan tidak dilaksanakan oleh pemilik, tim eksekusi instansi terkait
dapat memerintahkan untuk membongkar paksa seluruh atau sebagian bangunan tersebut.

Segala biaya danresiko yang diskibatkan atas pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat
{2) dibebarikan kepada peitilik bangunan,

Khusus duiker plat yang mengganggu estetika dan fungsi serta upaya pemerliharaan drainase
dapat dibongkar secara sepihak.cleh tim eksekusi tanpa ganti rugi atau perbaikan kembali yang
dibangun dengan fidak mengikuti petunjuk dan izin khusus pembangunan duiker plat.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 192
Setiap crang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan datam peraturan daerah ini dpat
diaricam dengan pidana kuruigan selameaamanys 6 (eham) bulah atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh jufa rupiah)
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adatah pelanggaran.

BAB XVl
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 193

{1) Selain penyidik umum, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah diber

)

wetwenang khusus sebayal penyidik unitik msfarukan penyidikan atas idak pidana sebagaimana
dimaksud pada pasal 192,
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Meneliti, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 192 agar keterangan atau laporan tersebut
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(1)

(2)

(3)
(4)

. Menaliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badanflembaga tentang kebenaran yang dilakukan sehubungan dengan tidak
pindana sebagaimana dimaksud pada pasal 192.

Menerima keterangan dan barang .bukti dari orang atau badan/lembaga

sehubungan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 192
Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
Mendantangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara. "

Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa
tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana
dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada
penuntut umum, tersangka dan/atau keluarga.

Mengadakan tindakan tain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan,

et

T

BAB XVI!
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 194

Bangunan yang tetah didirikan dan digunakan sebelum penetapan Peraturan
Daerah ini dan telah memiliki izin mendirikan bangunan berdasarkan Peraturan
Daerah/Surat Keputusan Bupati sebelum Peraturan Daerah ini, dianggap telah
mendirikan IMB/IPB menurut Peraturan ini.

Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku yang belum
memilki surat izin mendirikan bangunan dalam tempo 1 {satu) tahun terhitung sejak
tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini diwajibkan telah memitki izin
mendirikan bangunan.

Penyesuain bangunan tersebut dengan syarat-syarat tercantum dalam Peraturan
Daerah ini diberikan tenggang waktu S (lima) tahun.

Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diberikan
sepanjang lokasi bangunan-bangunan sesuai rencana Pemerintah Daerah yang
tertuang dalam rencana tata ruang wilayah kota dan rencana detail tata ruang
bagian wilayah kota.

Permohonan yang diajukan dan belum diputuskan, akan diselesaikan berdasarkan
ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasai 195

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9
dan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012tentang Retribuzi Perizinan
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Untuk kawasan-kawasan tertentu, dengan pertimbangan tertentu, dapat ditetapkan
Peraturan Bupati berdasarkan rencana tata bangunan dan lingkungan yang telah
ada.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis
pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Konawe.

Untuk jenis, besaran, jumlah lantai tertentu, yang mempunyai dampak penting bagi
keselamatan orang banyak dan lingkungan, periu adanya rekomendasi teknis dari
Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah sebelum dikeluarkannya IMB.
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BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasatl 194
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerinfahkan pengundangan peraturan daerah ini
dengan menempatkannya dalam lembaran daerah kabupaien konawe.

Ditetapkan di Unaaha

Di Undangkan di Unaaha
Padatanggal 10 -8 - 2013

LLEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2013 NOMOR - .



LAIVIFIRAN

Format Sertifikat IMB
PERDA KABUPATEN
KONAWE

. ' Nomor 6 Tahun 2013

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI KONAWE
Membhaca . permohonan Izin Mendirikan Bangunan Gedung / Prasaran Bangunan
Nomor s essmseesseneeeencs TANEEBN it
Nama pemohon/Pemilik

.....................................................................................................................

Alamat

Untuk : {Mendirikan Bangunan baru / Mengubah, menambah bangunan /
Pemutihan Izin / Izin Berjangka bangunan/Perpanjangan lzin)*.
Memperhatikan : Hasil Pemeriksaan/Penelitlan Syarat Administrasi dan Teknis permchonan sebagaimana disyaratkan
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor .y Tahun 2013.

R

-

Menetapkan "1 1. Memberikan izin Mendirikan Bgngt
diatas dengan data Bangur@ﬁyéqg ‘

Nama Bangunan

Jenis Izin yang

Fungsi Bangunan

.............................................................................................................

Masa Laku lzin . { Tetap /Berjangka 3 Tahun / Berjangka 1 Tahun)*

2. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
berupa : a. Isian dan Ceklis Penelitian Kelengkapan Persyaratan Dokumen Teknis
b. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan dan.ndeksnya
c. Gambar Situasi Lokasi Bangunan yang di fzinkan
d. Lembar Perhitungan Besarnya Retribusi Izin Bangunan.
e Gambar Denah Tampak Potongan Bangunan yang diizinkan.
3. lzin Dicabut/dibekukan bila :

a. IMB dibekukan jika dalam waktu 14 (empat belas ) hari Kalender terhitung sejak peringatar
ketiga atas pelanggaran, Pemilik Bangunan tidak melakukan perbaikan.

b. IMB dicabut jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikenakan sanks
atas pelanggaran, pemilik bangunan tidak melakukan perbaikan dan/atau menyelesaikan ata
sanksi yang dikenakan.

¢. IMB dicabut jika masa Laku izin Berjangka habis dan tidak melakukan perpanjangan Izin dan

% atau izin perpanjangan tidak diberikan lagi.
4. Xeputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkannva.

DITETAPKAN DI UNAAHA
ef PADA TANGGAL oo 2.20.....
BUPATI KONAWE






